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TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANCIAN SUMBER DAY A MANUSIA
KOTA DENPASAR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY A MANUSIA
KOTA DENPASAR

Menimbang - 2 Bahwa dalam mngka mewwudkan penvelenggaman pelayanan publik
sesuni dengan asa penyelenggaman pemerintahan yang baik dan guna
mewujudkan kepastion hak dan kewajiban sehagal pihak yang serkait
dengan penyelenggaman pelayanan, setiap penyelenggara pelaynnan
publik wajib menetapkan Standar Pelayanan,

b. Bahwa berdasarkan pertimibangan sebagaimaan dimaksod dalam buruf
a, perlu menetapkan Kepulusan Kepals Badan Kepegawnisn dan
Pengembangsn Sumber Days Manusia Kota Denpasar tentang Standar
Pelayanan

Mengmgat t . Undang:Lindang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawnian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 35, Tembahan Lembaran Negira Republik indonesia Nomor
I041) sebagnimana telah divbah demgan Undang-Undang Nomor 43
Tubun 1999 (Lembarn Negara Republil Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lambharan Negara Republik Indonesia Nomor 3890

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meating Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tohen 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) schagaimans telah dus kali diubab, terakhir
dengan Undang-Undang Nowor 12 Tubun 2008 (Lembursn Negara
Tahun 2008 Nomos $9, Tatobahan Lemburan Negara Nomor 4844);

UL No 25 mbun 2009 tentang Pelayanan Publik,

4, Perstwran Pemerintah Nomoe 68 Tahun 1999 lentang Tata Cam
Pelaksansan Peran Serta Masvamkat Dalam Penyelenggarnan Negam
{Lembaran Negama Tabun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negam Nomor 38661,

5. Permuran Pemerintah Republik indonesin Nomor 96 hun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 tahun 2009 teatarg Pelayanan
Publik:

6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tabun 2011 Tentang
Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provins| dan

Kabupaten/kola



KESATU

7. Keputusan Menteri Pendavagunsan Aparafur Negara Nomor 63/KEP/
M.PAN/72003 tentang Pedoman Umum Penyelenggarsan Pelayanan
Publik;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparstur Negarn Namor:
PER/ | /M PAN/T2008 tentang Pedoman Umam Reformasi Birokrasi;

9. Peraturan Menteri  Pendnyagunann  Apamitur  Negara  Nomar
per20/M PAN/O42006  tentung  Pedoman  Penyusunan  Stendar
Pelayanan Publik;

10. Peraturan Mentéri Pendayagunasn Apaerstur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Repoblik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Teatang Pedoman
Pemyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

I1. Keputusan Menteri  Pendayngunman  Aparatur  Negars  Nomor
6LKEPM.PANT2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaman
Pelayanan Publik;

12, Persturan Walikoma Denpasar Nomor 45 Talwn 2013 wntang Pelayanan
Penanganan Pengaduan Masyarskat di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar (Berita doerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Denpasar schagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tdak werpisalikan dari keputusan .

Standar Pelayanan pads Badan Kepegawalan don Pengembanigan Sumber

Days Manusia Kota Denpasar meliputi runng lingkup Pelayanan:
|, Layanan Perigajuan Karis / Karss / Karpeg

Layanan Update Data FNS pada Aplikasi Simpeg

Layonan Prosedir Pemberhentian CPNS/ PNS

Layanan Seleksi Penerimaan CPNS

Laynnan Cusi Sakit, Cuti Besar, Cuti Di Luar Tanggungan Negam

Layanan Permobonan Tjin Peecerninn

Layanan Pembinaan Disiplin PNS

Layanan Pemberion Tands Penghargaan Satyalancana Karya Satys

yang sudah mengabdi selama X, XX, dan XXX Tahun

9. Layanan Perbaikan Data Pada Aplikasi E- Kinega

10. Layanan Perbaikan Daftnr Kewatan Pada Aplikasi E-Kinera

11. Layanan Pevilaian Pressasi Kega PNS

12. Layanan Permobonsn ljin Belajar

13, Laysnan Permobonan Tugas Belajar

14, Layanan Pengiriman Pegawai dalam Diklat, Bimwk/ Waorkshop,
Sosinlisasi/Pembekalan Teknis' Fungsional

15. Layanan Pembeknlan dan ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / jasa
pemerintah

16. Layanan Penyelenggaman Diklat Teknis/ Fungsional

e B S



KETIGA

KEEMPAT

17. Layanan Pelaksansan Ujian Dinas

18. Lavanan Diklat Kepemimpinan Tk 11 Pola Kontribusi

19. Luyanan Diklat Kepemimpinan Tk 1] Pola Kontribusi

20, Layanan Diklst Kepemimpinan TR IV Pola Koatribusi

21. Layanan Dikiat Prajabatan Calon PNS Gol. L Il dan [1l yang
diangkat dari Tenags Honorer Katagori |, dan atau Katagori 2 dan
Latihan Dasar CPNS dengan Pols Kontribusi

22. Layanan Pelaksanaan Pemetian Penilainn  Kompetensi

23. Lavanan Kenaikan Gajl Berkala Pimpinan OPD

24. Layanan Kenaikan Pangkat Golongan 1Il'd KEBAWAH

25, Layanan Kenaikan Panghat Golongan IV/e KEATAS

26. Layanan Kenaikan Pangkar Golongan [V/a dan IV

27. Layanan Penyusunan Duftar Nominatif Kenaikan Panglat

28, Lavanan Prosedur Ujian Keasikan Panghat Penyesuaian Hazah

29. Layanan Pengangkatan Jabatan Fungsionn

30. Layanan Masi Persispan Pensiun (MPP)

31. Laynnan Pelayanan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP)

12, Layanan Pelayanan Pensivn Janda/Duda

33. Layanan Pelayanan Pensivn Noa BUP

34. Lavanan Prosedur Perpindahan PNS (Keluar)

35. Layasan Prosedur Perpindahan PNS (Masuk)

36. Layansn RESPON

37. Layanan Konseling Online

38, Layanan Pengujusn Cuti Online

39, Layanan LHKPN

Standar Pelsyanan sebagaimans dimaksud dalam diktum KESATU wajib
dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksann dan  scbagai acuan  dalam
penilaian kinena pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas
dan masyarskal dalam penyelenggaraan pelayunan pubiik.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggnl ditetapkan

Ditetaphkan di Denpasar
pldnunutt Hmlﬂil

W@M

'h" thm L'tama Muda
NIP. 19660504 199303 1 020



LAMPIRAN |

A. PENDAHULUAN

KEPLUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL - 30 Nevember 2021

NOMOR ¢ 067M9/BRPSDM

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuai dengan Peraturan Wallkota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerjn Sekretarint Duerah, Staf Ahli, Sckretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat. Badan Daerah dan Rumah Sakit Umuom Dacrah
Kot Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kots Denpasar memiliki tugas dalam melaksanshan
penyusunan dun pelaksanaan kebilakan daerah di Bidang Kepegnwaian.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelaysnan: SOP Pengajusn Karis, Karsu, Karpeg melalui SIMPEG SIMAK DIHATI

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan
Pelayanan

Format/hentuk dokumen harus scan ashy/ atau legalisir pejabat berwenang.
Dokumen yang dilampirkan’ diunggah ke SIMPEG selurshinys berupa
softcopy. Format dokumen & SK adalah PDF, sedangkan untuk Foto
berupa PDF, atan JPG, JPEG

Hanya perfu mengumpulkan foto ke BKPSDM sctolah status validasi
“Memenuhi Syarat"

KARPEG: Foto diri seragam Lerja ukuran 2x5 sebanyuk 2 lembar
KARISKARSL: Foto formal pasangan ASN (IstrySunmi) whuran 23
sobanyak 2 lembar

Ukuran dokumen yang diunggah merujuk pads ukuran aslinya,

Konsep Surat Pengantar dibust oleh sistem secara otomatis berdasarkan
das vang tefah dinjukan

Sistem,
Mekanisme, dan

Admin perangkat daerah membuat dafier pengajuan dan  menambah
pengajuan per orang pada aplikasi SIMPEG

Admin perangkst daersh mengupload dokumen pendukung yang telah
diknmpulkan

Admin perangkat daerah mencetak sural pengantar  kolekaif dan
menaikkan untuk disetujui pleh Kepala Perangkat Daerah

Admin perangkat daerah mengupload Surat pemgantar dan menyelesaikan
pengajuan pada aplikasi

Verifikator BRPSDM memerikss perubaban data yang disjukan dan
memvalidasi kesesuaiannya dengan dokumien pendukung

Verifikator BKPSDM Mengarsip dokumen, dan mengganti status validasi
menjadi memenuhi syarat atan mengembalikan dokumen ke daftar usulan




NO

KOMPONEN

URAIAN

9.

10,
11.

unit kerja dan mengisi status validasi dengan tidak lenghap stou thdak
memenuhi syarat dan menambahkan keterungnn pada catstan usulan
Admtin Perangkat Daerah mefihat status sudab divalidasi dan memenuhi
syaral, selanjuinya segera menylapkan foto 2x3 sebanyak 2 lembar yang
telah dikumpulkas ASN Yhs ke BKPSDM uniuk di arsip oleh Staff
Bidang PPI

Verifikator BRPSDM mengirim usulan ke BEN

BKN memeriksa dokumen dan memvalidasi

BKN mencetak Karis/Karsw/Karpeg apabils telah memenubi syarat
Stff BKPSDM menempel foto yang tefal terkumpul di arsip, melakukan
scan  Karpeg, KarisKanu yang telah knghap untuk di arsip.
wﬁmsm;diwmwammm
mympﬁkﬂshm&mwﬂhhHMMalsﬂm
bersangkutan

1 Julhﬂhn Waktu proses Pelayanan:
Pelaymsnan I. Pemeriksasn berkas | hasi
2 Berkas dikirim ke BKN = 2 minggu setelah status validasi memenubi
syarat (menunggo kolektif)
3. Penyelesaian di BKN £ | bulan setelsh peigitiman berkas (tergantung
pada penyelesalain di BEN)
4 | Biayn/Tarifl Rp. 0.
§ | Produk hﬁm?wdmkmpinmmmmmm&m
hw sistem: p———
1.:4—-—--
————




NO | KOMPONEN URAIAN
Scan Daftar Nominatif otomatis dari sivtem Pengajuan:
FhaTT A e W W LD ESL R R
6 | Penangan Jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesunian prosedur sepertl pada ketetapan,
pengaduan, maka dapat menyampaikan pengaduan melaly PRO Denpasars atay melalin
S, (4 Aplikasi RESPON dari ekinerja denpasarkota. goiid. Pengaduan yang menyanghut
My layanan kepegawaian akan ditindaklanjuti scxuai standar pelayanan yang telsh
dimaklumatkan, .
7 | Dasar Hukum I, UU No.S Tahun 2014 watang ASN
3. PP No 25 Tahun 198] tentang Peserta Asuransi Sosial PNS pada PT,
Taspen (persero)
3. PP No. 98 Tahun 2000 Jo. PP No. || Tahus 2002
4. uep.hmmuimnmﬁm.nmmmmlm
8 | Surana, 1. Komputer dengan koneks: internet
Prasarana, 2. Dokumen kelengkapan sesuai syanst pengajuan
dan/stuy fasilitas
9 | Kompetenai 1, Menguasai Komputer dan imernet
Pelubvana 2. Telah mendapat pelatihan penggunaan SIMAK DEHATI (SIMPEG)
10 | Pengawasan Proses pengajuan KARISKARSU/RARPECD diawasi aleh atasan langsung padn
Internal sctiap jenjang/lint sesuni derngan tugns pokok dan fungsinys.
1| Jumlah Level | Admin Simpeg
Pelaksana Masing — masing Unit Kerja Peranghat Daerah memilikl | orang admin simpeg
yang menjadi peluksann berianggung jawab dalam melakukan scan dokumen,
mpnmhdﬁumirmmmmﬁmlmmmﬂm:
akun admin simpeg.
Level 2 Admin BKPSDM
Validator/ Verifikator dart BKPSDM merupakan stalf bidang PP yung bertugas
melakukan validasi atas dokumen yang di unggah, layak diterima dan dilanjutkan
atau tidak.
12 | Jaminan I. Dokurmen lenghap serta foro digital teearsip pada data simpeg.
Pelayanan 2. Dokumen stau Sean Dokumen menggunakan tanda tangan asli atau
elektronik dan cap basah.
13 | Jaminan Sistem jaringan intranet yang diawas: oleh Dinas Kominfo Kota Denpasar.
Keamanan dan
kese lamatan
Pelayanan




NO | KOMPONEN URAIAN
14 | Evalussi kinerja 1. Survey Kepuasan Masyarakat
Pelahsana 2. Prevalensl jumiah sduan yang masuk di fitur RESPON

3. Prevalensi jumlah aduan yang masuk melalui RESPON di web
ckinerjadenpasarkota.go id

Drs. | Wayon Sudiana,
4 Pembina Utoma Muda
NIP. 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 2 . KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL 30 November 2021

NOMOR - 067/490VBKPSDM

TENTANG | PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

A PENDAHULUAN
Sesuai demgan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 rentung Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sckretariat Duerah, Staf Ahli, Sekretariat
Deowan Perwakilan Rukyast Dacrab, Inspektorst, Badan Dserah dan Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Denpasar (Berita Dacrah Kot Denpasiar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Dmys Manusia Kota Denpasar memillki tugas dalom melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan deernh di Bidang Kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan: SOP Layanan Update Data PNS pada Aplikasi Simpeg

NO KOMPONEN URAIAN
1 Persyarstan Pelayanan Berkas asli / Dokumen scom yong diunggah yvang menjadi dasar
perbaikan data (SK, [jasah, Akte, dii)

3 Sistem, Mehaniame, dan | Proses 1 dilakukan Oleh BRPSDM Kota Denpasar

Prosedur 1. Mgnerima Surt Keputusan (SK) dari OPD / Bidang Luinmya

2 Memberikan informasi kepada pimpinan mengenal SK yang
mwmjwmmwmm
pada aplikasi SIMPEG oleh staf pengolah,

3. Memeriksa berkas dan memberikan keputusan apakah berkas
diterima atau tidak.

4. Memproves Update Diata pada aplikasi simpeg sesuai SK yang
diterima.

5. Menyimpan SK  pada  file  masing-mising PNS /
mengembalikun ke OPD rerhadnp berkas yang tidak benar.

Proses 1l dilakukan oleh PNS dimasing ~ masing OPD

|. PNS/ OPD membuat usulan perbaikin / perambahun data.

2. Unggah dokumen pendukung.

3. Simpan dan kirim ( perbaikan / penambahan data menupggs
proses persetujunn dan admin BRPSDM Kota Denpasar ).

4. Admin BKPSDM memeriksa / verifikasi kesesualan usulan
dengan dokumen pendukung yang diunganh.

5 Jika tidak scsunl ditolak / dikembaliksn ke PNS yang
bersanghutan untuk diperbaiki kembali.

6, Jiks sudah sesual, usilan disetujui maka data FNS akan
terupdate sesuai dongan usulan yang diajukan.




NO KOMPONEN LURAIAN
3 | Jangka waktu Pelayanan Waktu proses Pelayanan |
Waktu
No. | Uraian Prosedur Palay Keterangan

Poin | 3 menit
Poin2 |5 ment
Poin 3 | jnm
Poind 15 menit
Poin s 15 menit

4 | Biaya/Tarif Rp. 0.

5 | Produk Pelayanan Data PNS Pada Aplikasi SIMPEG

Penangan pengaduan, sarmn,
dan masukan

Jika terjadi pelanggaran sty ketidaksesuaian prosedur seperti pada
ketetapan, maka duapat menyampaikan pengaduan melalut Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilib

Bidang dan Jenis Pelayanan | Pengaduan,

Dasar Hukum

TUU RI No & Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negar

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Perwalikota No. 12 Tahen 2017 temtang Uraian Tugas Jabatan
padn Organisasi Sekretariat Dacrah, Staf Ahli dan Sekretariat
DPRD Kota Denpasar

Peraturun Witlikots Denpasar Nomor 43 Tabun 2016 tentang
Kedodukan, Susunan Organisesi, Tugas don Fungsi seria Tata
Kerja Sehretariat Dacrah, Swf Ahll, Sekreturiat Dewnn Perwiukilan
Rakyst Daersh, lospektorst, Badus Dsersh dan Rumah Sakit
Ui Daersh Kota Denpasar (Berita Dwernh Kota Denpasar
Tohun 2016 Nomor 43)

PP No. |5 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepanghatan Pegaveal
Negeri Sipil

Surat Edsren Kepala BKN 03 Tahim 1980 tentang Daftar Urut
Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

Persturan Dacrab Kota Denpasar Nomor § Tahun 2016 tentung
Pembentukan dan Susunan Perngkat Dacrah (Lembaran Dacrab
Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9)

_Slm.pmﬂlﬂ.ﬁn‘m
fasilitas




KOMPONEN

URAIAN

Kompetensi Pelaksana

1. Memahami berbagai peraturan dan perundangan terkait Data
pegawai
2. Memahami tentang pengusulan update data SIMPEG

1. Mampu mengoperasikan computer
4. Teliti dalam meneliti berkas

Pengawasan Internal

Proses Jiawasi oleh masan lingsung pada setiap jenjang/lini sesuai
dengan tugns pokok dan fungsinya.

11

1. Seluruh PNS / Pejabat yang menangani Kepegawaian
dimasing-masing OPD

2 Selurib Staf paids Sub Bidang Data dan Informasi Badan
Kepegawakan dan Pengembangan Sumber Duys Manusia Kot
Denpasar

12

Jaminan Pelayanan

| Dalam melaksanakan Update Duta PNS pada Apliknsi Simpeg.
pmpshnwndmpdlhdommummmﬁp&
Aplikasi Simpeg

1. Atasan pelaksana melakukan pemeriksann berkas yang
diajukan

3. Dilakukan pemeliharasn rutin terhadap sarana prasaraca
pendubung

3 Dilakuksn evalussi secan berkala, jiko pelaynman ying
diberikan tidak sesuai dengan yang ditctapkan pads standar inl,
maka petugas pelayanan akan diberikan sanksi oleh atzsannya.

13

Jaminan Keamanan dan

I. Terdapst Pengawasan keamanan lingkungan deagan CCTV
pada gedung kantor BRPSDM

2 mmmmmmm
kebakaran dan kotak PIK

3. Sistem jaringan intrset yang diawasi oleh Dinas Kominfo
Kota Denpasar.

14

Evaluasi kinerja Pelaksana

4. Survey Kepunsan Masyambat
5. Prevalensi jumlah adgnn yang masuk & fitur RESPON

Kepala Badan Kepegawaion dan
Penger Sumber Daya Manusia

=

"P Pembina Utsma Muda
NP 10660504 199303 | 020




1 PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL = 30 November 2021

NOMOR - 6 7T/ABRPSDM

TENTANG » PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Ovganisasi, Tugss dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretarint Daerah, Staf Ahli, Sekreturiat
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, Inspektorst, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daeralt
Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawalan dan
WWMHMMMMIMIMWMM
penyusunan dan pelaksanasn kebijakan deerah di Bidang Kepegawuiun.

2 STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: SOP Layanan Prosedur Pemberhentinn CPNS/ PNS

KO KOMPONEN

URAIAN

I | Persyarstan Pelayanan

I. Femberhentian atas permintaan  seadin  (enit kera  yang

bersangkutan)
2. Pemberhentian karena putusan hukuman disiplin

2 Sistom, Meknnicine, dan

1. Menerima surnt/berkas usulan

2. Memproses surat dan membunt Konsep SK/mengajukan disposisi

3, Memverifikasi surat dan Konsep SK yg duyukan ke pimpinan

4, Memverifikesi sumt dan Konsep SK pemberhentian

& Menferifikasi surat dan mengajukan Konsep SK untuk diproses oleh
OPD terkait

6. Memvalidasi SK

7. Mengambil SK yang sdh divalidasi PimpinunWalikota

8 Koordinasi untuk pengambilan SK dg OPD ysng mengajukan

pemberhentian
9. Mendampingi ‘meayerahkin SK Pemberhientian
3 | Jangka wakiu Pelayanan Waktu proses pelayanan
Uraian | Wakm
Sl Polayanan S—
Poin | 15 menit
Poin 2 2 jnm
Poin 3 |5 menut




KOMPONEN

URAIAN

Poin 4 15 menit
Poin 5 I twilan
Pirin & I minggu
Poin 7 | hari
Poin B 15 menit
Poin 9 15 menit

Bisya/ Tarif

Produk Pelayanan

SK Pemberhentian

ihuﬂiﬂwmmhnwmﬁpﬂ
mmlh#pnmmmw”nlmm
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih

Bidang dun Jenis Pelayanan - Pengaduan,

1. UU RINo § Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipit Negam

3. Peraturan Menter] Pendayaginasn Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

3. Perwalikota No. 12 Tahun 2017 tentang Uralan Tugas Jabatan
pads Orgunisasi Sckretariat Dagrah, Staf Ahli dan Sekretariat
DERD Kota Denpasar

4. Persturan Walikos Denpusar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Ketjs Sekretariat Dacrah, Sinf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerab, Inspekiorst, Badan Dsersh dan Rumsh Sakit
Umum Daeral Kota Denpasar (Berits Duacrah Kota Denpasas
Tahun 2016 Nomor 43)

5. PP No. 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepanghatan Pegawai
Negeri Sipil

6. Surst Edarsn Kepala BKN 03 Tahun 1980 tentang Dafiar Urut
Kepanghatan Pegawai Negeri Sipil

7. Peratursn Daerah Kow Denpasar Nomor § Tahun 2016 wentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lenibaran Daeruh
Kota Denpasar Takhon 2016 Nomor 9)

I. Komptiter

2. Jaringan Internet
3. Printer dan Scanner
4. ATK




KOMPONEN

URAIAN

5. Surst Keputusan
6. Permuran

1. Memahami berbagat peraturan perundang-undangan bldsng
kepegawaian

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

3. Memalami 1entang Proses Penyusunan Formas:

4. Memahami proses pemeberhentian PNS

Proses diswasi oleh atasan langsung pod setiap jenjurnig/lini sesuni
dengan tugas pohoh dan fungsinya.

Jumiah Pelaksana

Scluruh SIaf pada Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Denpasar

12

Jaminan Pelayanan

1 Atasan peluksana melikukan pemeriksaan berkas yang dinjukan

2. Dilakukan pemelibaran rutin terhadap sarsna prasarana pendukung

3. Dilakuban evaluasi secarn berkala, jika pelayanan yang diberikan
tidak sesuai dengan yang ditetapkan pads standur ini, maka petugas
pelavanan akan diberikan sankst oleh atasanmys.

13

Jominan Keamanan dan
keselamatan Pelayanan

I, Terdapat Pengwwasan keamanan [inghungan dengan CCTV pada
gedung kantor BKPSDM
2. Penvediaan alat keamanan kerjn seperti tabung pemadam kebakaran
dan kotak PIK
3. Sistern jaringan intranet yang diawasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar

14

I. Survey Kepuasan Masyarmkat
2. Prevalensi jumish aduan yang masuk di fitur RESPON

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2

¥’ Pembina Utama Muds
NIP. 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 4

A PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BEPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL  : 30 November 2071

NOMOR : O67MBRPSDM

TENTANG | PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dacrah, Stal Ahli, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyst Dacrsh, Inspektorat, Badan Doerah dan Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar Tahun 7016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
wmmmxmmmmimwmm
pemyusunan dan pelaksanaan kebijakan dsemb di Bidang Kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: SOP Layanan Prosedur Seleksi Penerimutan CPNS

NO KOMPONEN

URAIAN

| | Persyaratun Pelayanan

. Warga Negara Indonesia yang bemaqwa kepada Tuban Yang Maha

[

Esa, sctin dan tast Kepads Pancasila, UUD 1945, dan Negara
Kesatunn Republik Indonesia, serta schat jasmani dan rohani.
Berkelakuan baik dan tidak pernuh dibvukum penjarn atav kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekustan
hukum tetsp karena melakukan suntu tindok piduna kejahatan.
Tidak pemah diberbentikan dengan tidak hormat tidsk stas
perminuan sendiri sty diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
PNS/Anggota TNIPolri atau diberhentikan tidek dengan hormut
schagni pegawal swasta.

Tiduk berkedudukan scbagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNIPolri
sertn Anggots  TNUPold  dan  tidak  sedang  tenkat
perjan)iankomrak kera dengan pihak manapen.

Tidak menjadi pengurus dan/atag anggota partai politik.

2 Sistem, Mekamsme, dan

. Menerima turunnyas formast dan KemanPAN-RB dan ménerima

jodwsl dari badan Kepegawaian Dacrah propinsi Bali melalui
bagian Umum

. Mengumumkan jadwal perekrutan CPNS melalui media masa,

~ oA

medin elektronik dan ditempel di papan pengumurnman
Menerima pendaftaran seleksi CPNS  dan melaksanakan selcksi
administrasi

. Berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Tes CAT (Kan.Reg X

BEN

Melaksanaan Test CAT seleks: CPNS

Mengumumkan kelulusan seleksi CPNS

Melakukan pemberkusan kembali bagi yang dinyustakan fulus
seleksi CPNS

. Mengusulkan Penetapan NIP ke BKN Regional X bagi yang




LURAIAN

dinyatakan llus seleksi CPNS

9. Menerima penetapan NIP CPNS dari BKN

10 Menerbitkar SK CPNS terhadap NIP yang telah ditetapkan cleh
BEN Regional X Denpasar

1 |.Menyeraiikan SK CPNS hagi yang dinystakan lulus seleksi CPNS
dan sudsh mendapatian petietapan NIP dari BKN Regional X
Denpasar

Waktu proses pelaynnan

Na Ll rnian Waktu
" | Prosedur | Pelayanan e
Pom |
Poin2 7 hani
Poin3 I hari
Poind | hani
Poin 5 10 hari
Pom 6 7 han
Poin 7 15 menit
Poin 8 | jam
Poin 9
Poin 10 2 hari
Pain 11 1 hari

Bisva/Tan{

Rp. 0.-

Produk Pelaysnan

SK CPNS

Penangan pengaduan, saran,
dan masukan

Tika terjudi pelanggaran atsu ketidaksesusian prosedur sepeni pada
ketetapan, maks dapat menyampaikun pengaduan melaiui Fitr
RESPON dengan memillih Sub Meny Pengajuan ketmudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayanan : Pengaduan.

“Dasar Hukum

i, Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atss
Undang-undang Nomor ¥ Tuhun 1974 teniang Pokok-pokok
Kepegawaan

2. UL RINo § Tabun 2014 Tentung Aparwiur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tabun 2003 tentang Perubahan
Atns Persturan Pemerintah Nomor 97 Tabun 2000 tentang
Formasi PNS

4. Permtwran Pemerintah Nomor || Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan PNS

5 Persturman  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan  Standar  Operssiomal  Prosedur Administrasi
Pemerintahan

6. Perwalihota No. 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
pada Organisusi Sckrctariat Dacrah, Staf Abli dan Sekretarint
DPRD Kota Denpasar

7. Persturan Walikots Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 teatang




KOMPONEN

URATAN

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sckretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan

Perka Badan Kepegawainn Negara Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Ketemuan Peliksanann Peraturan Pemerintsh Nomor 97 Tahun
2000 tentang Formasi NS

Sarana, prasarana, dan/atou

Komputer

Printer dan Scanner
ATK

Surat Keputusan
Peratumn

I
2.
3.
4
-,
|

z
3.

4.

Memaham: berbagal perituran perundang-undangan bidang
kepegawiian

Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

Memahami tentang Proses Peayusunan Formasi
Memahami proses seleksl pencrimaan CPNS

10

Pengawusan Internal

Proses diawasl oleh stasan langsung pada setinp jenjang/ini sesuai
dengan tugas pokok dan fingsinys.

i

Jumlsh Pelaksana

Seluruh Staf pada Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Bacan
Kepogawnian dun Pengembungan Sumber Dayn Mamusia Kota
Denpasar

12

Jaminan Pelayanan

b

Atasan pelaksana melakukan pemveribsann berkas yang dinjukan
Dilakukan pemelihasaan rutin terhadap sarna prasamna p
Dilakukan evalisasi secars berkaly, jila pelayanan yang dibecikan
ridsk sewuni dengan vang ditetaphan poada standaz inl, maka petugas
pelayanan ukan diberikan sanksi oleh stasannyn,

13

Jaminen Keamanan dan
keselamatan Pelayanan

2,

: b

“Terdapat Pengawasan keamanan |ingkungan dengan CCTV pads

gedung kantor BKPSDM

Penyedinan alst keamanan kerja seperti wbung permadam
kebakaran dan kotak P3IK

Sistem jarmgan intranet yang diawasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar,

14

Evalunsi kinerja Pelaksana

1. Survey Kepuasan Maosyarakal
3. Prevalensi jumish aduan yang masuk di fitur RESPON

Kepala Badan Kepegauaian dan
Pengembatigan Sumber Days Matsin

=
¥ pembing Utama Muda
NIP, 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 3

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL 30 November 2021

NOMOR . D6TASBKPSDM

TENTANG ! PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANLISIA KOTA DENPASAR

Sesusi dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugns dan Fungsi serta Taca Kerja Sekretariat Duerah, Staf Ahli, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh, Inspektorat, Badan Deerah dan Rumah Sakit Umum Daerah
mmmmxmmmmmmmanmwmm
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kots Denpesar memibiki tugas dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksansan kebijakan dserah di Bidung Kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: SOP Layanan Prosedur Cuti Sekit, Cuti Besar, Cuti Di Luar Tanggungan

Negan
NO KOMPONEN URAIAN
| | Persyarstan Pelayanan Form permohonan cuti
2 | Sistern, Mekanisme, dan 1. Mengajukan form permobanan cuti ke atasan langsung
Prosedur 2. Atasan langsung (Kasubid/kasubag) menclash form permobonan

cuti
3 Persetwjuan cuti oleh kasubidhasubag diteruskan ke kasubag

w
4. Membust Surst Izin Cuti dan mendisposisikan surst tersebut urstuk

ditandntangani oleh Kabid/Sekretaris
5. Surst Lzin Cuti diteruskan sesuni tenibusan day disrsipkan di Bagion
Umam dan Kepegawaian

3 | Jangks waktu Pelayanon Waktu proses pelayunan
_ Wiakiu
Na Uratan Prosedur Pelaysnon Keterangan
Poin | 3 Menit
Poin 2 5 menit
Poin J 15 menit
Poin 4 30 meni
Pain § § Menit
4 | Bisya/Tarif Rp. 0.-
5 | Produk Pelayanan Surat izin cuti

6 mmm

Jika terjadi pelanggaran stau ketidaksesunian prosedur seperti pada

dan masukan ketctapan, maka dapar menyampaikan pengaduan melalul Fitur
RESPON dengan memilllh Sub Menu Pengajuin kemudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayanan . Pengaduan.
7 Dasar Hubum |, Undang-undang Republik Indionesia No 3 tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara




KOMPONEN

URAIAN

3 Peratutan Pemermtal Nomor 11 Tahun 2017 tenting Manajemer
PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomior
$3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
H03 7Y,

1 Peraturin Badan Kepegawiian Negarn Nomor 24 Tahon 2017
tentang tata cara pemberian cuti PNS

Sarnnn, prasarana, dan/stau
fasilites

1. Korputer

2. Primter dan Scanner
I ATK

4, Surmt Keputusan

5. Peraturen

1. Memahami berbagai persturan perundang-undangan bideng
organisasi

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

3. Memahami tentang Tatn Keardipan

10 | Pengawasan Internal Proses diawasi olch atasan langsung pada setiap jenjang/Tini sesuai
dengan tugas pohek dan fungsinya
11 | Jumlah Pelaksana | Pelaksuna
12 | Jaminan Pelayanan I, Atasan pelsksana meiakukan pemeriksaan berkas yang disjukan
2. Dilakukan pemelihaoraan rutin wrhadap sarsha prasarana
pendukung
3. Dilakukan evaluasi secura berkala, jika pelayanan yang diberikan
ticduk sesunl dengan yang ditetaphan pada standar ini, maka petugas
pelayanan akan diberikan sanksi oleh atasannya. o
13 | Jaminan Keamanan dan I. Terdapat Pengawasan heamanan lingkungan dengan CCTV pada
keselamatan Pelzyanan gedung kantor BRPSDM

2. Penyediaan alat keamanan kerjs seperti mbung pemadam
kebakaran dan kotak PIK
3, Sistem juringan intranet yang diawnsi okeh Dinas Kominfo Kota

Denpasar.

&

Evaluasi kinerja Pelaksana

l. Survey Kepuasan Masyvarakot
2 Prevalensi jumial aduan yang masuk di fitur RESPON

Kepals Badan Kepegrwaian dan
h_anmwm
Ew

Drs. | Wayan Sudiana.
' Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 6

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANLUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL ;30 November 2021

NOMOR 1 METHABEPSDM

TENTANG  © PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANCGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuai dengan Persturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs: serta Tats Kerja Sckretariat Duerah, Staf Ahli, Sekreturint
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh, Inspektorat, Badan Duerah dun Rumah Sakis Unum Decrah
Kotas Denpasar (Berita Daersh Kot Denpasar Tshun 2016 Nomor 43}, Badan Kepegawaian dan
mwwmmmmmﬂmwmm
penyusunan dan pelaksansan kebijakan dacrah di Bidang Kepegawuian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: SOP Layanan Prosedur Permohonan [jin Perceraian

NO KOMPONEN URAIAN
1 | Persyaratan Pelayanan Surat permohonan melaknkan perceraian
2 Mmﬂ.du 1. Menerima permohonan izin ceri
Prosedur 2. Mendisposisi surst permohonan untuk diproses

3 Memproses permohonan perceraian dengan memanggil PNS yang
mengajukan perceralan untuk dimintai keterangan apabile seluruh
persyaratan telah dilengkapl dan membust konsep Keputisun
Walikota pemberian/penolakan lzin Perceraian

4. Mengetik Kepitusan Walikom tentang Pemberian pemberian /
penolakan lzin Percernian

5. Mengoreksi konsep Mengetik Keputusan  Walikota  tentang
mrmwnmmw kepada

&Mﬂgﬂtkirimﬂphlmpﬂ Keputusan Walikom  rentang
pemberian/penciakan lzin Percoraian dan menyerahkan kepada
Kepala Badun

7. Membububkan  paraf pads  Keputusan Walikots tentung
perberian/penolakan fzin Perceraian

8. Penandatanganan Keputusan Walikotn termang
pemberian/penolakin lzin Perceraian oleh Walikots

9. Menerima Surnt keputusan Walikota tentang pemberian/penolakan
lzin Perceralan dari bagian Hukum

10. Menyampaikan surat izin melakukan perceraian/surat keterangan
cerai kepada yang bersangkutan

11, PNS menerima surmt izin melakukan percersian/surat keterangan
cerni

3 | Jangka waktu Pelayanan

Waktu proses pelayanan
. Wak
No. ) Urnisn Prosedur Dilavinie Keterangan
Pon | 10 menit
Poin 2 10 mansit

Poin 3 450 menit




KOMPONEN URAIAN
Poin 4 30 menit
Poin § 30 menit
PFoin 6 30 menit
Poin 7 4 menit
Poin & Tidak tentu
Poin 9 10 meenil
Poin 10 10 menit
Poin 11 10 menit
Biaya/Tanf Rp 0.-
Produk Peluyanan Surat izin melakukan percesaian
Penangan pengaduan, saran, Jmmwmwmmﬂ
dan masukan kﬂmmmmmpdulpummm
mmmimmmmmmmm
L | Ridang dan Jenis Pelayanas : Pengaduat,
Dasar Hukum I, Undang-Undang Nomos 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerh (Lembaren Negars Republik Indooesin Tahun 2014 Nomor
244. Tambahan Lembarun Negurs Republik Indonesia Nomor S587),
sehagaimana teluh diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus Alss
Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Keduu
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 rentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negars Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor
5%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedun
Atss Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Decrah

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparstur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 temtang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Pemerinth Nomor 45 Tahun 1990 entang perubahan atus
peraturan  pemeérintsh Nomor 10 Tahun 1983 fcotang izin
perkawinan dan perceraian bagi PNS (Tambahan Lemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 3424);

S, Persturan pemetintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negam Republik Indooesia Tahun
2010 Nomage 74. Tanbahan Lembiran Negars Republik Indoncsia
Nomor 5135}

& Peraturan Pemerintsh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Mansjemen
FNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017 Nomor 63,
Tambahas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

7 Persturan Daerah  Kota Denpasar Nomor & Tuhun 2016 tentang
Pembentukan dan Suseman Perangkat Dacrah  (Lembarsn Duerah
Kots Denpesar Tahun 2016 Nomor 9]

8. Peraturan Walikoin Denpesar Nomor 43 Tabun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serts Tata Kerja
Sekretariat Daersh, Staf Ahli, Sckretariat Dewan Perwakilun Rakynt
Daerah, Inspekiorat, Badan Doecrah dan Rumah Sakit Umiim Daerah
Kota Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor
43)

9. Perwalikots No. 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada
mmwmwmmmwmm




NO KOMPONEN URAIAN
Dienpasar

B | Sarana, prassrana, dan/stay | | Komputer

fasilitas 2, Printer dan Scanner

LATK
4. Surat Keputusan
5, Permturan-peraturan Perundang-undangan

9 | Kompetensi Pelaksana 1. Memahami Masalah Administrasi Kepegawaiin
2. Memahami Tupoksi
3. Memahami Proses administrasi Kepegawnian

16 | Pengawasan [nternal Proses diawast oleh atasan langsung pada setiap jerjung/Tui sesuni
dengan tugas pokok dan fungsinya

11 | Jurnlah Pelaksans | Pelaksana

12 | Jaminan Pelayanan . Atasan pelaksans melskukan pemeriksann berkas yang diajukan
2. Dilakukan pemelihaman rutin terhadap samis prasara pendikung
3. Dilakukan eviluasi secars berkala, jika pelayanan yang diberikan
tidak scsual dengan yang ditetapkan pada standar ini, moka petugas
pelayanin akan diberikan sanksi aleh atssannya.

13 | Jaminan Keamanan dan I.Tndawhuwmnhmml{uﬁmpnh;unﬂﬁ?pﬁ

keselamatan Pelsyanan gedung kantor BRPSDOM

2. Penyediaan alat keamanan kerja sepenti tabung pemadam kebakarun
dan kotak P3K
Sistem jaringan intranet yung diawasi olch Dinas Kominfo Kota
Denpasar.

4

Evalussi kinerju Pelaksana

1. Survey Kepuasan
2. Prevalensi juminh aduan yang masuk di fitur RESPON

Kepala Baden Kepegawaian dan
Pengombangin Sumber Daya Minusia

Pes | Wayan Sudinns.
0 Pembina Utima Muda
NIP. 19660504 199303 | 020




LAMPIRAN 7

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEFEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL 30 Novembert 2021

NOMOR . DETAVBRPSDM

TENTANG = PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuni dengan Peraturan Walikotn Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedidikan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sckretatint Daerah, Stnf Ahli, Sekretarini
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, Inspektorat, Bodan Dueruh dun Ruroah Sakit Umum Dacrah
xmwmmmmrmmmnmﬂ;mwu
mmnsmmmmwmnmmmw
pemyusunan dan pelaksansan kebijakan dacrah di Bidung Kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: SOP Layanan Prosedur Pembinaan Disiplin PNS

NO KOMPONEN

URAIAN

1 Persyaratan Pelayanan

Berkas laporan dari Kepala PD temput PNS melaksanakan tugns

2 | Sistem, Mekanisme, dan

’ X

3.

9

. Sekretaris dan Kepiilu Badan membubuhlan paraf pada Kajian,

ﬂ“’dimmuhhﬁmﬁﬁudmmm
oleh pemohan melatui dan/atau dikirim staf bag umum/resepsionis

Pemohun menyerahkan berkas laporan dari Kepals PD tempat PNS
melaksanakan tugny pada rescpsionis

Resepsionis menerima,membaca. mencatat berkas permohonan
dan menaikkan ke Kepals Badan

Kepala Hadan menyetujui dan mememerintahian Sekretaris dan
Kabid PKAP untuk menindaklanjuti permahonue

Kabid Memerintahkan Kasubid Disiplin dan Penghargasn untuk
segera memproses dan menindaklanjuti permobonan.

Kasubid Disiplin dan Penghargsan menyusun konsep Kajian, BAP,
LHP dan SK Walikota

BAP, LHP dan Konsep SK Walikota

Walikots menvetujui den menandutangani SK Walikota tentang.
pemberian Sanksi Disiplin Pegawai

Pemohon menerima SK Hukuman Disiplin PNS

Waktu proses pelayanan

No. | Ursian Prosedur bl Keterangan
Pelayanan
Poin | L0 Menit
Poin 2 10 Menit
Poin 3 15 Menit
Poin 4 10 Menit




&

Poin 5 450 Menit
Poin & 1S Menit
Poin 7 15 Menit
Poin § 13 Menit
Poin 9 10 Menit
BimyaTanf Rp. 0,-
Produk Pelays=nan SK hukuman disiplin FNS
Penangan pengaduan, saran, | Jika terjadi pelanggaren aiau ketidaksesuaian prosedur sepert] pada
dan masukan ketctapan, thaka dapst menyampaikan pengaduan melalui Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih
Bidang dun Jenis Pelayanan : Pengadaan.
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 5 Tshun 2014 lentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Noaor 6, Tambahan
Lembaray Negars Nomor S4540 |

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor
244, Tambshan Lembaran Negars Republik Indonesin Nomor
§587), sebugaimuna telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atss  Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintshan Doersh (Lembarus Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 38, Tambashan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 36795

Persturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dun Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 twemang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administras) Pemesintahan

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 testang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lemburan Negarn Repubiik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembamn Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Persturan Pemerintah  Nomor || Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil ;

Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 entang KetentuanPelaksanaun
dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tenning Disiplin
Pegawal Negeri Sipil ;

Persturan  Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi sema Tata
Kerin Sekretariat Daerah, Staf Abli, Sekretarist Dewan Ferwakilan
Rakyat Doernh, Inspekiorst, Badan Daersh dan Rumah Saki
Umum Daerah Kots Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 43)

 Perwalikots No. 12 Tabun 2017 tentang Ursinn Tuges Jabatan

pada Orgunisasi Sekretariat Daccuh, Staf Ahli dan Sekretariat




DPRD Kots Denpasar

9. SK. Walikota Nomor (88 45704 HK/2019 tentang Pembentukan
Tim Pertimbangan Hukuman Disiplin Pegawai Negri Sipil di
lingkuagan Pemerintah Kota Denpasar

10, Peratisran Doerah Kots Denpasar Nomor § tahup 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Peranghat Decrah (Lembarin Daerah
Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9,

|, Komputer

2. Printer dan Scanner

3. ATK

4. Surt Keputusan

Peraturan - perntwran Perundang-undangan

1. Memahami Masalah Administrasi Kepegawaian
2. Memahami Tugas Pokok dun Fungsi
3. mmmﬁmmmmwm

10

Pengawasan internal

Froses diawasi oleh atasan langsung pada setiap jenjang/Tini sesuai
dengan tiegas pokok dan fungsinya

Jumlah Pelaksana

| Pelaksana

12

Juminan Pelayanan

|. Atssan pelaksana melalukan pemeriksann berins yang dusjukan

2. Dvilakukan pemeliharaan rutin in-hadlpmpunmlpam

3. Dilnkukan evaluasi secara berkala, jikn pelayanan yang diberikan
tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada standar ini, maks petoges
pelayanan zkan diberikan wanksi oleh atasannya.

13

Jaminan Keamanan dan
kesclamatan Pelayanan

I Terdapat Pengawusan keamanan lingkungsn dengan CCTV pada
gedung kator BKPSDM

2. Penyediaan alat keamanan kerja seperti tabung pemadam kebakaran
dan kotak FIK

3. Sistam jaringan intranet yang diawasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar.

14

Evaluasi kinerja Pelaksana

1. Survey Kepunsan Masyarakat
2. Provalensi jumiah adusn yang masuk di fitur RESPON

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Days Manusia

Fig

Des | Wavan Sudianag,
Pembina Uitama Muds
NIP. 19660504 199303 1 020




A. FENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENFPASAR

TANGGAL 30 MNovember 2021

NOMOR - DETANVBRPSDM

TENTANG . PENETAPAN STANDAR FPELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesti dengan Persturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
mmeMFMMTmWWMMMW
mmwm.mmnmmmmmmm
mw{mmmwmmmmmrﬂhmwm
Pengembangan Sumber Daya Manusin Kota Denpasar memiliki tugas dalam melakounikan
penyusunan dan pelaksanaan hebijakan daerah di Bidany Kepegawaian,

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: SOP Layanan Prosedur Pemberian Tanda Penghargaan Satyalancans Karya
Satya yang sudah mengabdi selama N, XX, dan XXX Tahun

NO KOMPONEN

LIRAIAN

| | Persyarstan Pelayanan

1. SK CPNS, SK PNSdan SK Panglkat Ternkhir,

2. SK Jabatan Terakhir,

3. SKF 2 Tahun Terakhir,

4. Daftar Riwsyat Hidup Singkat dan

$. Surat Pernyataan Tidak Pemah Dijatuhi Hukuman Disiplin tinglat
Sedang atau Berat '

H

2

8 Menyampaikan usulan ke Departemen dalam Negeri,
0 Membust Nota Dinas Menjemput Piagum Satynlancana Karya

10 Membuat daftar penvenihan secara simbolis oleh Bapak Walikota

I 1 Membust Tands Terima untuk PD

. Menandstangani  Surat  Usyl Mendapatkan Penghargaan

 Membuat Daftar Usulars PNS Uniuk  Mendapatkan Penghargast

Membuat Surst Usul Mendapatkan Penghargana Satyalancana
Karvs Satya ke PD di lingkunganPemerintah Kots Denpasar
Menyerahkan Surst Usul Mendapatkan Penghargann Sarvalancana
Kaorya Satya tersebut ke Kasubid, Kabid Sekretaris dan Kaban
untuk diparal

Sataluncana Karva Satya

Memperhanyak surat tersebut dan mentbagikanayn ke selurh PD
Menerima ysulan dari PD dibunt nngkap 2 dengan surat penginier
ditujukan kepada Walikota Denpasar Cq kepala BRPSDM Ko
Denpasar paling lambat 25 Februari tiap tahunnya

Menseleksi Usulan dari PD

Satyaisncana Karys Saryn dan nota dinas ke Departemen dalam
Negeri di Jakarta
Satya ke Departenen Dalam Negeri di Jakaria

atau Pejabat yang mewakill

T | Jangks wakiu Pelaysnan

Wakto proses pelayanan




No Liraian Prosed - Keterangan
N rawan T Pe
Poin 1 | Hari
Poinl I hari
Poin3 1 han
Poin4 2 hari
Poin 5 30 hari
Poin &
Pain 7 | han
Poin 8§
Poin @ | tahun
Povin 10
Poin 1| [5 menit
|
BisyvaTanif Rp. 0
Produk Pelayanun Tanda terima SLKS kepada PD
Penangan pengaduan, saran, Iinwwwmmmnm:epu:ﬁph
dnn miasukan ketetapan, maka dapar menyampaikan pengaduan melalui Fitur
RESPON deagan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayanan : Pengaduan.
Dasar Hukum I, Undang-Undang Nemor 30 Tahun 2009 entang Gelar, Tanda Jasa

2.

dan Tanda Kehormatan ©

Peraturan Pemerntab Nomor | Tehun 2010 tentang Dewan gelar,
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Peraturan Menteri Pendayagueaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokmsi Nomor 35 Tahun 2012 rentang Pedoman Penyusunan
Mmlﬁn-hrhdmiuhlﬁw
Undang-Undeng Nomaor 20 Tohun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa
dan Tanda Kehormatan

Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2010 tentang Dewan gelar,
Tanda Jasa dan Tanda Kchormatan

 Perstiran Pemorintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksansan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tands Jasa
dan Tanda Kehormatan

_ Peraturan Dacrsh  Koti Denpasar Nemor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah {Lembarun Daerah
Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 95,

Persturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tuhun 2016 weotang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sorte Tata
MSMMWWLMMM
Rokya: Doersh, Inspektorat, Badun Dacrah dan Rumah Sakit




Umum Daerah Kéta Denpasar (Berita Daerah Kol Denpasar
Tabun 2016 Nomor 43)

9, Perwnlikota No. 12 Tahun 2017 tentang Ursian Tugas Jabatan
pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Abll dan Sekretarist
DPRD Kota Denpasar

10.Sumt  dari Sekretarist  Militer  Presiden  Nownor
B. 1902/ Sesmilpres GT.01.01/1272015 perihal Prosedur Pemberian
Gelar, Tanda Jass dan Tonda Kehormatan babwa Pegawai Negeri
Sipil yang dalam melaksanokan wgasoya telah  menunjukkan
kesetinan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan sera
telah bekerjn secara teris menerus sekurang-korangnya 10 Tahun,
200 Tahun ataw 30 Tabundapat divsulken Penganugerahan Tanda
Kehormatan Satvalancana Kanya Satva’

Sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas

Komputer

Printer dan Seanner
ATK

Surat Keputusan
Peraturan

Memahami Masalah Administrasi Kepegawnian
Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
Memahami tentang Proses Administras) Kepegawaian,

wop =l e

Proses diawasi oleh atasan langsung pada setizp jenjung/lini sesual
dengan tugas pokok dan fungsmya.

11

Selurub Staf pada Sub Bidaug Disiplin dan Penghargaan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Denpasar

12

|.  Atasan pelaksana melakukan pemeniksaan berkas yang diajukan

2. Dilakukan pemeliharsan ratin erhadap samana prasarans
pendukung

3. Dilakukan evaluasi secara berkala, jika pelayanan yang diberikan
tidok sesuai dengan yang ditetapkan pada standar ini. maka petugas
pelayanan akan diberikan sanksi oleh atasannya

13

laminan Keamanan dan

| Terdapat Pengawasan keamanan lingkungan dengan CCTV pada
gedung kantor BRPSDOM

2. Penyediaan slar keamanan kerju seperti iabung pemadam kebakaran
dan kotak P3K

3. Sistem jaringan intranct yang diawnsl oleh Dinas Kominfo Kota

Denpasar

14

Evaluadi Kinerja Pelaksana

. Survey Kepussan Masyarakat
2. Prevalonsi jumianh aduan yang masak di fitur RESPON

NIF. 19660504 199301 1 020




A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL : 20 November 2021

NOMOR - (ETASVBRPSDM

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
VIANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuni dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 fentang Kedudukan,
MMMTWMFuuﬁanmﬂnj:wmshﬂhﬁ,m
mwnmmmmmmmnunmmuMm
mmnm{mnmhkmnmnmnhmiﬂlﬁmu;mmﬂhh
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Deopasar memiliki hugas dalam melaksanakan
penyusunan dan pelsksanann kebijaken doersh di Bidang Kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelavanan: SOP Perbaikan Data Pada Aplikasi F- Kinerja

NO KOMPONEN URAIAN
1 | Persyamtan Pelayanan Dats pendukung yang skan diubsh yeng sab dan dapat diskul
kehenarannya
2 | Sistem. Mckanisme, dan I, ASN Mclaporkan  perubshan dasts  kepegawaion  melaiui
Prosedur aplikadi/bersurst’dst

3. Admin Pernngkat Dacrah melakukan perbaikan dota kepegawain di
simak dihati dan melaporkan hasil perbaikan

3. Kepala Sub Bidang Evalunsi Kinerja Aparatur | scbagai Admin
SwwMIMIMMMMﬁ
data aplikasi ekinerja sesuni data pegawsi jika sudsh sesusi

4, Namun apanbila datn tidek sesuai data tersebut dikembalikan oleh
Admin Super kepada Admin Peranghkat Dacrah

3 | Jangka waktu Pelayanan Wakiu proses Pelayanan:
No. | Usainn Prosedur S Keterangan
' Pelayanan
Poin 1 10 menit
Pois 2 30 menit
Pain 3 10 menit
Poin 4 § menit
4 | BisyaTarifl Rp. 0.-
§ | Produk Pelaysman Data program (simak dihat()

dan masukan

lhuﬁﬂiwmmmwpﬁ
mmmmwmﬂmm
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih




Bidang dan Jenis Pelayanan - Pengaduan. Pengaduan yang menyanghut
Jayanan kepegawaian skan ditindaklanjuti sesyal standar Pelayanan
yang telah dimaklumatkan

Dasar Hukum | Undang-undarg Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
| 3 Pératuran Pemerintah Dacrah Nomor |1 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 tahun 2020 tentang
tambahan penghasilan kepada pegawai neger sipil
4. Persturan Walikota Nomor 59 Tuhun 2020 tentang perubahan
Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020
8 | Sarana, prasarana, danjstsu | 1. Komputer/Lapiop
fasilitas 2. Jaringan Internet
3. Printer
9 | Kompetensi Pelaksana 1| Memshmmi Proses Administrasi Kepegawaian
T Mampu mengoperasikan Sistem Iformasi
10 | Pengawasan Internal Proses diawasi oleh atasan langsung poda setiap jenjang/lini sesuat
dengan tugas pokok dan fungsinya.
i1 | Jumlah Pelaksana Pegawsi yang mengajukan perbaikan data
12 | Jaminan Pelayanan mmmmmmmwmmnmmhm
perbalki data sebelut tanggal 3 bulan selanjotnyn
13 | Jaminan Ketmanan dan Smmmmdhwwohhﬂmkmaﬁ-m
mmmmmmmm
14 | Evaluasi kinerja Polaksana | 1. Survey Kepunsan Masysrakat

3 Prevalensi jumlah aduan yang tnisuk di fitur RESPON

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manwsia

=

*" Pembina Utama Muda
NP 19660204 199303 | 020



LAMPIRAN 10

A. PENDAHULUAN

. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR
TANGGAL 30 November 202 |
NOMOR L OETHMVBRPSDM
TENTANG  ; PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER  DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesual dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 41 Tahun 2016 rentang Kedudukan,
snmmomumnphrmmrmmwmwmw
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Inspekiomt. Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah
MW(MHMKMWTMENENMHLMHWM

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: SOP Perbaikan Daftar Kegiatan Padn Aplikasi E-Kinerja

NO KOMPONEN

URAIAN

I | Persyasatan Pelaysnan

mmﬁmwmmmwm

3 | Sistem, Mekanisme, dan

y A

_Wllmmhﬂmmww

.wmj-mmmukmmmm

Peranghat daerah mengajukan permohonan perbaikan  daftnr
kegintan pada Aplikasi eKincrin kepada BKPSDM

Kepoda Sub Bidang Data dan Informasi inelakulan pengecekan
mhﬁhﬂﬁ:ﬁgﬂnmﬂﬂlﬂmmm

verifikasi dan Kepaln Badun melakikan validssi werhadap surst

pengantar
Dinas Kominfo dun Statistik metakukan perbaikan data.

dapat mengeoek kegiatannya pada aplikasi eKinerja

Waktu proses Pelayanan:

oy el Keterangan
' il Pelavanan
Poin | 10 menit
Pon 2 30 menit
| Poin 3 2 Hian)




Poin 4
Poin 5

10 menit

Bimva/Tarifl

Rp. 0.-

Produk Pelavanan

Data program yang baru

Penangan pengaduan, saran,
dan masukan

Tikn teryedi pelanggaran atau ketidaksesusian prosedur seperti pada
ketstapan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menw Pengajuan kemudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayanan : Pengaduan,

Dasar Hukum

i Undmg—umhnnﬂ-nmhﬂ:mlnllmwmpﬂ
Negara

2 Perntursn Pemerintal Nomor 46 Tahun 201 | tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawain Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Nomor | | Tahun 2017 wntang Manajemen
Pegawal Negeri Sipil

4. Peraturun Kepaln Badan Kepegawalan Negara Nomor | Tahun
20173 tentang Ketentuan Pelaksanann Perstorat Pemerintah Nomor
46 Tabun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil

5. Perwali Nomor 38 Tahun 2017 Kriteris dan Besaran Tumbahan
Wimm;nh«mﬂwmwﬁmﬂ
Sipil

6 Persturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
SWMMAMinimwm

7, Peratursy Daerah Kom Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 teatang
Pembentukan dan Susnnan Peranghnt Dagesh (Lembaran Ducrih
Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9);

Sarana, prasarana, das/atau
fasilitas

I, Komputer
2 Printer dun Scanner

LATK
4, Surat Keputusan
5, Peraturm

Kompetens| Pelaksana

1. Memahami Masalah Administrasi Kepegawalan
2. Memahami Tugns Pokok dan Fungsi
3. Memahami tentang Proses Administrasi Kepegawainn.

10 | Pengawasan Internal Proscs diswas: clch atasan langsung pada setinp jenjang/lini sesual
dengan wgas pokok dan fimgsinya.

11 | Jumiah Pelaksana Seluruh Staf pada Sub Bidang Penilaian dan Evaluast Kinerjs Aparaur
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Days Manusia Kota
Denpasar

12 | Jaminen Pelsyanan | Atasan melakukan pemeriksaan berkas yang digjukan

2 Dilakakan pemeliharnan rutin terhadsp sarmna prasarans pendukung

3. Dilakukan evaluns secarn berkala, jika peluyanan yang diberikan
:mmw:uwawmmwhi.mhpmp
pelayanan akan diberikan sanksi oleh atasannya.




13 | Jaminan Keamanan dan |, Terdapat wamkmtmw#nmcmpﬁ
keselomatan Pelaysxnan pedung kantor BRKPSDM
2. Penyodinan alat keamanan kerjs seperti tabung pemadain
kebakaran dan kotak PIK
3, Sistem jaringan intranet yang divwasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar.
14 | Evaluasi kinerjs Pelaksana | 1. Survey Kepuasan Masyarakat
2 Prevalensi jumlah sduan yang masuk di fitur RESPON

Kepals Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusis

=3

Drs. | Waygn Sudiana,
W Pembina |tmi Muda
NIP, 19660504 199303 | 020




LAMPIRAN 11

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL : 30 Movember 2021

NOMOR - 067490/BRPSDM

TENTANG . PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuni dengun Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerjn Sckretariot Daerah. Stuf Ahli. Sekretariat
mm:&ihmmﬂmwmﬂmﬂﬁmmuwMHUmmm
Kota Denpasar (Berita Dacrah Kot Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
Wmmmmmmﬁlmmmw
penyusunan dan pelaksanasan kebijakan daerah di Bidang Kepegnwin.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: SOP Penilaian Prestasi Kerja PNS

NO KOMPONEN

URATAN

Druft Surat dan Dats input PPK PNS di SAPK

| Pengadministrasi umum membuat deaft surat ke OPD hal input PPK
PNS di SAPK di swal bulan Januari

2. Sekreturis dan Kepala Sub Bidang Evaluasi Kineria Aparatur [I
memvalidasi draft surst ke OPD perihal input PPK PNS di SAPK di
owal bulan Junean

3, Apabila draft surst ke OPD sudah tervalidasi sclanjutya Kepala
Badan memberikan persetujuny/Tanda Tangan surat ke OFD perihal
input PPK FNS di SAPK di nwal bulan Januari

4, OPD menginput data PPK PNS tahun sebelumnye ke SAPK

s, Kepala Sub Bidang Evalussi Kinerja Aparatur [I merekapitulusi
PPK PNS

3 | Jungka wakiu Pelayanan

Witktu proses Pelayanan:
Ne. | Ursian Prosedur J.:kL Keterngan
Pain | 1 hari
Poin 2 | hari
Poin 3 2 hani
Poin 4 3 hani




4 | BlayaTanf Rp. 0-

§ | Produk Pelayanan Laporan PPK PNS 7
6 | Penangnn pengaduan, sarn, Jhwﬂwwuwmmﬁ
dun masukan ketetapan, maka dapat meayampaikan pengaduan melalui Fitur

RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajiian kemudian memilih
Bidmgdmknhquym:Pmmwumm
ditindaklanjuti sesuai standar yang relah dimakiumatkan oleh masing -
masing bidang terkait
7 Dasar Hukum I. UL RI No 5 Tahun 2014 Tentang Aparstur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawni Negeri Sipil
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tabun 019
tentang Penilsian Kinerja Pegawai Negeni Sipil
4, Persturan Menteri PANRE Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem
Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
8 | Sarana, prasaranm, don/mtan | 1. Komgputer/Lapiop
fasilitas 2. Peraturan Perundsng-undangan
9 | Kompetensi Pelaksana I hhnpnmnmliﬂlhnllpmmimliujlpdlm
2 Mmlwpﬂlﬂmmwdﬂmm
ASN
3. Mampu menganalisis kesenjangan Kinegje ASN
10 | Pengawasan lnternal Proses diawas! oleh atasan langsung pada setinp jenjang/lini sesual
dengan tugas pokok dan fungsinya.
11 | Jumiah Pelaksana Seluruh Stal pada Sub Biding Penilaian dan Evaluasi Kinerga Aparitur
[l Badan Kepegawsian dun Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Denpasar
12 | Jaminan Pelayanan Laporan PPK PNS
13 | Jaminan Keamanan dan Sigtem juringan intranet yang diswasi okeh Dinas Kominfo Kota
keselamatun Pelayanan Denpasar.
14 | Evaluasi kinerja Pelakissna . Survey Kepuasan Masyarakit

I
2 Prevalonsi jumlsh nduan yimg masuk di fitur RESPON

B ery o o o8

Drs. | Wavan Sodiage.
*U Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 | 020




LAMPIRAN 12 . KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL © 30 November 2021

NOMOR . 067400/ BKPSDM

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN  SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN
m&mmwmmmurmmumm
mmemrmﬂmemmmmmwmmw
Dewan Perwakilan Rakyat Doerah, Inspektorat, Badan Duerah dan Rumah Sakit Umnum Dacrah
mmtmummwnhmzmaumm 43), Hadan Kepegawalan dan
MWSMMWHMumwmmMﬁIﬂM
penyususan dan pelaksanaan kebijakan dacrah di Bidang Kepegswaian.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan: SOF Permohonan [jin Helajar

NO KOMPONEN URAIAN
iﬂ!}‘l‘ﬁw Surat Permohonan dari PNS Pemohon
Sistem, Mekanisme, dan |. Menerima permobonan fjin Belajar
Prosedur 2 Verifikesi kelenghapan administrasi permohonan [jin Belajar

3. Mengajukan deaft surst [jin Belajor
4. Mengajukan surat Ljin Belajar
5. Pemanggilan peserta untuk penyerahan Surat ljin Belajor

Jangka wakm Pelayanan Waktu proses Pelayanan:

oo | et v | e Keterangan
Pelnyanan
Poin | 15 Menit
Pain 2 | Hari
Poin | Hari
Poin 4 3 Hari
I Jam | Jam
Binya/Tanf Rp. 0.
Produk Pelayanan Pemohon menerima surat in belajar

Penangan pengaduan, saran, | Jika terjadi pelanggamn atsu ketidakeesuilan prosedur seperti pada
ketewspan, maka dapar menyaepaikan pengaduan melatul Fitur




dan masukan

RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memulib
Bidang dan Jenis Pelayanan : Pengadunn.

Dasar Hukum

1. UU RI No & Tahun 2014 Tentang Apamtur Sipil Negara

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Takun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasions] Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Permturan Walikota Denpasar Nomor 43 Talun 2016 tentang
Kedudukan, Susunas Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Dacruh, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan

Tahun 2016 Nomeor 43)

4 Perwalikots No. |2 Tahun 2017 tenang Uirnian Tugas Jabatan
pada Organisasi Sekretariat Doerah, Stal Ahli dan Sckretarint
DPRD Kotn Denpasar

5. Surst Eduran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor : 04 Tahun 2013 Tentang
Pemberian Tugas Belajar dan [jin Belajar bagi Pegawai Negeri
Sipil

6. Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
WMIMMMWI&NNM
Nomor 9)

Sarana, prasarana, dan'atsu

1. Komputer

2 Printer dan Scamher
3. ATK

4, Surat Reputusan

5. Peraturan

1. Memahami Peraturan

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungs

3, Memihami tontang Proses Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil.

Pengawasan Internal

Proses diawasi okeh atasan langsung pada satiap jenjang/lini sesuai
dengan tugns pokok dan fungsinya.

11

Jumlah Pelaksana

Seluruh Staf pada Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Denpasar

12

1. Atasan melakukan pemenksaan berkas yang diajukan

2 Dilakuksn pemeliharann nnin techadap sarana prassrana pendukung

3. Dilakukan evalussi secara berkala, jika pelayanan yang diberikan
tiduk sesuai dengan yang ditetaphan pada standar ini, maka petugas
pelayanan skan diberikan sanksi oleh atssannya.

13

| Terdapat Pengawasan keamanan lingkungan dengan CCTV pada
gedung kantor BKPSDM

2. Penyedinan alat keamanan kerja seperti tabung pemadam kebakaran
dan kotmk PIK

3. Sistem jaringan intranet yang diswasi oleh Dinas Kominfo Kota

Detipasar.




14

Evaluasi kinerjs Pelaksana

1. Survey Kepuasan Masyarakat
2 Prevalensi jumlsh aduan yang masuk di finr RESPON

Kepala Badan Kepegawuian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

g
Drs | Wavan Sudiana.
2 Pembina Utama Muds
NIP. 19650504 199303 1020




LAMPIRAN 13

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDOM KOTA DENPASAR

TANGGAL 30 November 2021

NOMOR C OLT/AOBKPSDM

TENTANG - PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN  SUMBER DAYA

MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 entang Kedudukan,
Susunan Crganisasi, Tugas dun Fungsi seru Taia Kerja Sckrotarint Docrah. Suaf Ahli, Sekretarist
Dewan Perwakilun Rakyal mm.lummmdmnms-uu-mmm
MW{MMWWTMJNEHWHLMWM
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kot Denpasar memiliki togas dalam melaksanakan
wumwmmammmmm.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan; SOP Permohonan Tugas Belajar

NO

KOMPONEN

RATAN

Persyaratan Peluyanan

Surm Permohionan dan PNS Pemohon

LB

Sistern, Mekanisme, dan

A Rt

Menerima permohonan Tugas Belajar

Rekomondas mengikuti seleks:

Penyershan surat rekomendasi mengikut: seleksi akademis
Verifikasi kelengkapan administrasi permobionan Tugas Belajase
Mengajukan draft surst Tugas Belajar

Mengajukan surnt Tugas Belajar

Pemanggilan peserta untuk penyerahan Sumt Tugas Fleljac
Penerimuan berkas solesai tugas belnjar

Jangka waktu Pelayanan

Wakty proses Pelayanan:

Wakau
No. | Umian Prosedur Ketorangan
Pelayunan

Poin | 15 Menit

Fow 2 3 Han

Poin 3 1 Hari

Poin 4 | Han

Poin $ 1 Hari

Poin 6 3 Hani




Pain 7 115 Menit

Poin 8§ I Minggu

Biaya/ Tarif

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

Surat Tugss 1jin Belajar

Penangan pengaduan, saran.
dan masukan

Jika terjadi pelanggaran atay ketidaksesualan prosedur seperti pada
hetetapan, maka dspat menyrnipaikan pengaduan melalui Finur
RESPON derigan memillih Sub Menu Pengajunn kemudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayanan : Pengaduan.

Dasar Hukum

[ UL RI No 5 Tahun 2014 Teniang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Menteri Pendayngunasn Aparatur Negara dan Reformasi
Rirokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintalan

3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tabun 2016 teotang
Kedudukan, SMWMTWMFMMTJIIM
Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sckretarint Dewan Perwakilan Rakyst
Dacrah, Inspekiorat, Badan Dacrab dan Rumah Sakit Usnum Daerah
Kota Denpasar (Bérita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor
43)

4 Perwalikota No. 12 Tahun 2017 tentang Ursian Tugas Jubatan pada
Organisast Sekretariat Duerah, Staf Ahli dan Sekretarint DPRD Kota
Denpasar

5. Surmt Edaran Menteri Pendayagunaan Apacatur Negar dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor © 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian
Tugas Belajar dan 1jin Belajur bagi Pegawai Negeri Sipil

6. Perda No § Tahun 2016 wenteng Pembentukan dan Susunan
Pernnghkat Dnerh (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahen 2016
Nomar )

Sarmna, prasarana, dan/atan

. Komputer
2. Printer dan Scanner
3. ATK

4. Surat Keputusan
S, Peraturan

Kompetenst Pelaksana

I. Memahami Peraturan

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

3. Memshami tentang Proses Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negen
Sipil.

10

Proses diawasi oleh amsan ngsung pada setisp jenjang/lin sesuni
dengan ragas pokok dan fungsinya

8

Jumlah Pelaksana

Scturuh Staf pada Sub Bidnng Diklat Teknis Fungsional Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Deripasnr

12

Jaminan Pelayanan

1. Atasan melakukan pemeriksaan berkas yang disjukan

3 Dilskukan pemeliharazn rutin terbiadap aarna prasarana pendukung

3. Dilakukan evaluasi secars berkaln, jika pelayanan yang diberikan
tidak sesuai deagan yang ditetapkan pada standar inl, maka petugas




pelayanan skan diberikan sanksi oleh atasannye.

13

Jaminan Keamanan dan

| Terdapat Pengawasan keamanan lingkungan dengan CCTV pada
gedung kantor BKPSDM

2. Penvediaan alat keamanan kerjs seperti tabung pemadam kebakarn
dan kotsk PIK

3, Ststem jaringss intranet yang diswasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar.

14

Evaluasi kinerja Pelaksana

1. Survey Kepuasan Masyambat
2. Prevalensi jumish aduon yang masuk di fitur RESPON

Kepala Badan Kepegawaian dan
Sumber Duya Manusia

Drs | Wayvan Sudiana,
X Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 1 020




A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL  : 30 November 2021

NOMOR © 067/490/BKPSDM

TENTANG - PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER  DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuni dengan Peraturan Walikots Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serus Tata Kera Sekretariat Duerah, Staf Ahl, Sekrerariat
mmwmmmmmmmnmmuﬂum
Kota Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badun Kepegawaian dan
wmwmxmmrmmﬁmwmm
penyusunan dan pelaksanasn kebijakan dacrah di Bidang Kepeguiwaian

A. STANDAR PELAYANAN

Jl;lil Pelavanan:  SOP  Peaginmun  Pegawal dalam  Diklat, Bimtek/ Workshop,
Sosinlisasi/Pembekalan Teknis' Fungsional

NO KOMPONEN

URAIAN

I | Persyaratan Pelayanan

2 | Sistemm, Mekanisme, dan
Prosedur

~Fenyampainn Peaawaran Kegiatan ke Bidang-bidang
2 Penvampainn Usulan Calon Peserma
3. Pembuatsn Surst dan  Meayampaikan pama  Peseria ke

—

4 Mempersiapkan kelenghapan/ beckas Peserta
5. Menghimpun lsporan hasil pelaksandan kegiutan
3 | Janghka waktu Pelayanan Waktu proses Pelayanan:
No. Waktu
Ursian Prosedur | o) Keternngmn
Poin 1 3 Hard
Poin 2 2 Han
Poin 3 2 Hari
Poin 4 2 Hari
Foin § 2 Huri
4 | BiayaTanl Rp 0.
5 | Produk Pelayanan - Sertifikat
- Laporan

6 | Penangan pengaduan, ssmn,
dun masukan

Jika tenjadh pelanggamn atau ketidahsesuasan prowedur seperti pada
imnﬂhpumymmmm Fitur
RESPON dengan memiliih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih




Bidang dan Jenis Pelayanan | Pengaduan.

Dasar Hukum

{ UL R No § Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

7 Permturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaes dan Refoermusi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Walikots Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
MWWTWMFH!M“T“W
Sekretariat Dacrsh, Staf Alli, Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat
mnwmmmmmuuﬂmm
Kota Denpasar (Berita Dacrah HnuUenmelhmmulﬁNm
43)

4. Perwalikota No. 12 Taliun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada
Organisasi Sekretarini Dacrah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD Kota
Denpasar

5 PP No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS

6. Persturan Daerah Kots Denpasar Nomor 8 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daersh (Lembaran Dacrah
Kota Denpasar Tahun 2016 Nemor 9)

Sarana, prasarana, dan'stau

Pendidikan dan Pelatihan
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsl

Pengawasan Internal

Proses diawas: oleh stasan langsung pada setiap jenjong lin sesuai
dengan tgns pokok dan fungsinya.

Jumlah Pelakeana

Scluruh Staf pada Sub Badang Dikiat Tekiis Fungsional Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Suttber Daya Manusia Kota
Denpasar

12

1. Atassn melikukan pemeriksaan berkas yang disjukan

i Mpﬂﬂﬂlwmu&uﬁpm-mm

3. Dilakukan evaluasi secars berkala, jikn pelayanan yang diberikan
HMMWMJMMWH.MJ“W
pelayanan akan diberikan sanksi oleh atsannya.

13

1. TMWW!WMCCWM
gedung kantor BRPSDM

r B mmmwpmﬂimm
kebaksran dan kotak P3IK

3. Sistem jaringan intranet yang diawesi oleh Dinies Kominfo Kot
Denpasar




14

Evaluasi kinerja Pelaksana

I Survey Kepuasan Masyarakat
2. Prevalensi jumiah uduan yang masuk di fitur RESPON

Dirs. | Wanan Sudinoa.
¥’ Pembins Utama Muda
NIP, 19660504 199303 § 020




LAMPRAN 15

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Persturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
&ﬂmWLTuﬂadumeTmHujnmm,wulhm
Dewan Perwakilan Rakyst Dacrah, lnspektorat, Badan Dacrah dan Rumah Sakic Umwn Dacrah
mwmmummemzm&MmdnﬁmnWM
Pengembangan Sumber Days Munusia Kot Denpasar memiliki tugas dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dacrah di Bidang Kepegawaiaon.

B. STANDAR PELAYANAN

KEPUTUSAN PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KOTA DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL 30 November 2021

NOMOR ¢ DETHMVBKPSDM

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Jenis Pelaysnan: SOP Pembekalun dan Ujian Sentifikasi Pengadaan Barang / jasa pemerintah

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan Pelayanan

Sistem, Mekanlsme, dan
Prosedur

1.

1.

I

¥ 5

Mengirim Sural Ke OPD unwik permintasn nama calos peserts
Pembekatan dan Ujian Sertifikasi pengadasy Barang dun Jasa
Melaksanakan Peridaftaran / Reukraditnsi OPD sehagai LPP
Pembustan Surmt dan Penymmpaian Fasilitasi: Kegiatan Ke-
Lombaga Kebijakas Pengadaan Bamng/Jass Pemeriniah Jukart
Mengajukan permohonan fasilitasi pelatiban dan ujian pada
aplikasi Portsl PPSDM.LKPP

Melikukan koordinasi ke LKPP selaku Fasiitaor Pelaksana
Pembekalan dan Ujinn Sentifikasi Pengadaan Baraog dan Jasa
Pemerintah.

Membuat SK Panitie, Peserta dan Narusumber,

Pendaftaran Peserta Pelatihan dsn Ujian pada Aplikasi Porul
PPSDM - LKPP

Surst Pemunggilan Peserta yang memenuhi synrat untuk
mengikuti Pembekalan dan Ujian Serifikasi Pengadaan Rarang
dan Jasa Pemerintah,

Melaksanakan Peinbekalin Miteri Pelatihan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemeninish

Melaksanakan Ujian Sertifikasi berbasts Komputer daring dun
pengumuman hasil Ujian

Penandatanganan Berits Acara Pelaksanann Ujian

Penerimuan Sertifikasi Kelulusan dari LKPP dan Penyeruhan
kepada Pescrta yang Lulus




Jangka waktu Pelayanan

Pembekalun dan Ujian Senifikasi Pengaduan Barang / jasa pemerintah
Waktu proses Pelayanan:
Wakw

No. | Umisn Prosedur Keterangan
Pelayanan

Pon 1 § Han
Poin2 3 Han
Poin 1 2 Hari
Poind 3 Hari
Poin § 4 Hari

Poind 4 Hari

Poin 7 § Har

foin§ | Hani
Poin 9 10 har kerja

Poin 10 | hani

Rp. 0,-

Sertifikat bagi peserta yang lulus

|

Penangan pengaduan, saran, | Jiks terjadi pelanggaran atat) ketiduksesunian prosedur seperti pada

mmmwmmmw
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengujuan kemodian memilib
Bidang dan Jenis Peluyanan . Pengaduan

I UL No_ 25 Th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangiinan

Nusional

LU No 20 Th 2004 entang Rencana Kerjs Daerah

UL No.§ Th 2014 tentang ASN

Perpres No. 54 Th. 2010 beseria Perubahannya

Perka LKPP No. 23 Th 2015 tentang Teknis Operasional

Sertifikasi Kealilian Tingkat Dasar PRI

Perks LEKPP No. § Th 2016 tentang Pelatihan PBJ

7 mmwwmmw
Birokmsi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrusi Pemerintahan

L8 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tuta
x#s-mwmrmmuwmmim
mmmmmmummu
Usmum Dacrah Kota Denpasar (Berita Daerah Kotn Denpasar
Tabun 2016 Nomor 43)

9. Perwalikota No. 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabotan
mmmmmmmimw
DPFRD Kot Denpasar

10, Persturan Dacral Nomor § Tahiun 2016 tentang Pembetukan dun
SWMMWMMW
Tabun 2016 Namor )

PP

=

1. Kemputer
2, Printer dan Scanner
3. ATK




4, Surat Keputusan
5. Persturan

T. Memahami berbaga) Peraturan Perundang-undangan bidnng
Pendidikan dan Pelatihan

2. Memahami Tugss Pokok dan Fungsi

3. Memahami Mekanisme penvelenggaran dan Pelaksanaan Diklat

0

Pengawasan Internal

Proses pengajuan diawasi oleh atasan langsung pada sctiap jenjang/lini
sesual dengan tugins pokok dan fungsinya.

I

Jumlah Pelaksana

Selurub Staf pada Sub Bidang Pengembangan Kompetens: Aparatur
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Diya Manusia
Kota Denpasar

12

Jaminan Pelayanan

1. Atasan melakukan pemenksaan berkas yang disjukan
2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarans prasarana pendukung

i3

Jaminan Keamanan dan
keselamatan Pelayanan

LTﬂdmIkaﬂmunIimkwndmmcﬂ'ﬁ'ph
geduny kanor BKPSDM

lruryﬁhn;hltmnmhnjamﬁmtpmdﬂhhﬁum
dan kotak PIK

J.memm;wmmumm
Denpasar

14

uasi kinerja Pelaksana

3. Survey Kepuasan Masyamkut
4 Prevalensi jumlah aduan yung masek di fiser RESPON

Dos. | Wayan Sediana.
A Pembing Utama Muda
NIP. 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 16

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL  : 30 November 2021

NOMOR  :© 067490/BKPSDM

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER  DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesusi dengan Peraturan Walikotn Denpasar Nomor 43 Tabun 2016 tentang Kedudulkan,
Susunian Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Schretariat Daerah, Siaf Ahli. Sekretariat
mmmm'hlmw:hmmmmmnm-mumm
Kota Denpasar (Berita MMWT-MIRMWH}.MWIMM
MWEWMIMMMWMﬂMmmM
penyvusunan dan pelaksanaan kebijakan deernh di Bidang Kepegawaian.

B, STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: SOP Peayelenggaraan Diklat Teknis/ Fungsional

NO KOMPONEN

URAIAN

| | Persyarntan Pelayanan

2 | Sistem, Mckanisme, dan
Prosedur

T Melakukan Koordinasi dengan Lembags Pembina Jenis Kediklatan
vang dilaksanaksn

2 Pembuatan Surst dan Menyampaiaken Fasilitas Kegistan ke
Lembags Pembina Jonis Kediklatan

3. Pengiriman surat ke OPD untuk permintasn nama Peserta

4 Membust SK Panitia, Peserta dan Narasumber

5. Surat Pemanggilan Peserta

& Melaksanakan Diklat

7. Penverahan Sertifikat Peserta

3 | Jangka wakty Pelayanan

Pembekalan dan Upian  Sertifikasi Pengadaan Barang / jasa pemorintah
Waktu proses Pelayanan:

No P;Tnm P:.;;f'- Keterangan

3 Hari
Poin 2 5 Hari
Poin 3 3 Hari
Poind S Hari
Poin § 4 Hari
Poiné 4 Han
Poin 7 I Hari

Rp. 0.




Produk Pelayanan

Sertifikm Diklat

Penangan pengaduan, saran,
dan masukan

Tiks tergadi pelanggaran stan ketidaksesuman prosedur seperti pada
ketetapan, mika dapat menysmpaikan pengaduan melalui Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemuidian memilik
Bidsing dan Jenis Pelayunin : Pengaduan.

Dasar Hukom

1. UU No, 5 Tshun 2014 Teatang ASN

3 PP No. 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS

3 mmmnwummmmummm

4, WWPWM:wmhM
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Walikots Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serts Tuia
m.wmmwmn&wm

6. Perwalikots No. 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatsn
puhmpﬁmnwmnhﬁufnhﬂmw
DPRD Kota Denpasar

1. Mmmmlmmammmm
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomaor %)

£ mmwmmmumm

§

inter dan Scanner

Keputusan

2

L.
2,
3
4.
5
1,

Memahami berbagai Pernturan Perundang-undangan bidang
Pendidikan dan Pelatifan

2 Memahmm Tugas Pokok dan Fungsi

1. Memahami Mckanisme Penvelenggaraan dan Pelaksansan Diklst

10

Proses pengajuan diswasi oleh atasan lsngsung pada setinp jenjangdini
sevual dengan tugas pokok dan fungsinya.

1

Scluruh Staf pada Sub Bidang Dikkat Teknis Fungsional pada Badan
Kepegawaian dan Peogembangan Sumber Daya Manusia Kota
Denpasar

1. Atasan melakuksn pemeriksaan berkas yang diajukan
2 Dilakukan pemeiiharaan ratin werhadap sarana prasamna pendukung |

13

1. TmnWmemﬂ
gedung kantor BRPSDM

annjidMih:WthhnmiMMMn
dan kotak PIK

3. Sistem jaringan mimnet yang diawasi oleh [linas Kominfo Koty
Denpasas.

4

Evaluas: kinerja Pelaksana

1. Survey Kepuasan Masyarakat

2. Prevalensi jumfbah aduan yang masuk di fitar RESPON

Kepaln Badan Kepegawaian dan




LAMPIRAN 17 . KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL  : 30 November 2021

NOMOR - 067MSVBKPSDM

TENTANG  PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN
mmmw:summmmmﬂfmmmmlm.

hmmlﬁmemﬁmTﬂKqﬁwmwmw
mmimmmuwmmummmmm
xmmmmmwrmmmmu;mwm
Wmuwmuumummmﬁimmdumm
wmmmmmd-ﬂﬂamw,

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan: SOP Pelaksanasn Ujian Dinas

NO KOMPONEN URALIAN
I Persyaratan Pelavanan
2 | Sistomn, Mekanisme, dsm 1. Menginm Surat Ke OPD untuk permintaan nama peserin Ujian
Prosedur Dinas dimasing-masing SKPD
7 Melakukan koordinasi dengan BKN selaku Fosilitator Pelaksana

3. Mengajukan surat pelaksanaan Ujian Dinas ke Waliket

4. Membunt surat permohonan fasilator dan penguii ke BK

§. Memproses Pembuatan SK panitin, peseria dan penguji

6, Surat Pemanggilan Peserta Ujian Disas

7. Melaksanakan Ujion Dinas

8 Meagumpulksn hasil wisn dan diserakan hepada Penguji untuk
diperiksa

9. Mengambil STULUD Peserta Ujian Dinas

10, Pemarggilan Peserts Untuk Penyershan STULUD

3 | Jangka waktu Pelayanan 1. Karw lsii (Rorsy Kartu Ssami (Karsy)
Waktu proses Pelayanan;
No. | Umian Prosedur F-wim Keterangan
Poin | | hari
Poin 2 2 Hari
Poin 3 3 Harl
Poin 4 30 Menit

Poin 3 2 Han




Pain 6 1 Han
Poin 7 2 Han
Poin 8 I Han
Pomn 9 2 Hari
Poin 10 2 Harl
4 Bisya/Tanl Rp. 0~
5 | Produk Pelayanan Peseria Lijian Menerima STULUD

Hhmjﬂliwhuwmmﬁmwmﬁpﬁ
kﬂmmﬂlﬁpﬂmmmmﬂlﬁm
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian mesmilih
Ridang dan Jenis Pelayanas : Pengaduan.

Dasar Hukum

UU No. & Tahun 2014 Tentang ASN

PP No. 101 Tabun 2000 rentang Diklat Jabatan PNS

mmmm;mnmumm

Peraturan Menteri me“-ihMuerwl_hﬂlfmmﬂI

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusinan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Permtumn Walikets Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunas Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
mwmwmwm

6. Perwalikora No. 12 Tahun 2017 tentang Uraidn Tugas Jabatan
pada Organisasi Sekretariat Daerah, Swf Atli dan Sckretariat
DPRD Kota Denpusar

7. Peraturan Daerah Nomor § tahun 2016 tentang Pembentukin dun
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Duerah Kot Denpasar
Tahun 2016 Nomaor 9)

%  Permuran Lainnya terkait Lembaga Pembina Diklst masing masing

da = B =

Sarana, praserana, dan/stau

Komputer
Printer dan Scanner
ATK

- Sutat Keputusan
Peraturan

Kompetens: Peloksana

o

“Memahami berbagal Peraturan Pervndang-undangan bidang Dikiat
Memahami tentang pengusulan KARISKARSUKARFEG

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

3 Memahami teatang Proses Penvelenggaraan Ujian Dinas

Pengawasan Intemal

Proses pengajuan diawasi oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini
sesuni dengan ugas pokok das fungsinya.

11

Jumiah Pelaksana

Seluruh Staf pada Seb Bidang Pengembangan Kompetensi Apartur
mwwmmmwmnmwm
Denpasar

12

Inminan Pelayanan

1. Atsan melakukan pemerniksann berkas yang dinjukan
2. mhkﬂnwmiiwmhm“mm




13 | Juminan Keamanas dan 1. meummlm#mwmww
keselamatan Pelayanan gedung kantor BKPSDM
v Funvﬂhnnmtmmnkuilwuﬂm;m
kebakarn dan kotak P3K
3, Sistem jaringan intranet yang diawasi oleh Dinas Kominfo Kota
[Denpasar.
14 | Eveluasi kinerja Pelaksana | 1. Survey Kepuasan Masyarakat
2 Fr:ﬂhuljmhhndﬂnmmmdiﬂwm

Kepala Badan Kepegitwaian dan
Wmmmw

S

Dis. | Wayan Sudiana.
M’ Pembing Utiens Muda
NIP. 19660504 199303 | 020




LAMPIRAN (8

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BEPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL @ 30 Noveniber 2021

NOMOR - 067/400/BKPSDM

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuni dengan Persturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 wntang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretarist Daerah, Staf Ahli, Sekrotaria
Dewan Perwakilan mﬂam.mmmmmnmmuuﬂumm
umm{mmmw'rmmmmmmm Kepegawaian dnn
Pengembangin Sumber Days Manusia Kota Denpasar memiliki tugas dulam melaksanakan
Wmmm&mmmm-w.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis wmrmmmmimnu Pola Kontribusi

NO KOMPONEN

LURAIAN

Persyarntan Pelayanan

Sistem. Mekanisime, dan
Prosedur

v

3.
6.
7
L

.memwﬁmmw

. Menglrim peserta ke Badan Diklar Penyelenggara

msmemwmmmmm
Diklat Kepemimpinan TK. 11

Melaksanskan koordinasi ke Badan [Nklat Penyelengsnra
wmtwjmm-mmMm
Walikota

Mengecek nama calon peserta dan memberikan persetyjuan
terhadop nama calon yang diajukan

Membuat SPT

Pemanggilon peserta PIM Tk 1

Menyelesaikan administrasi kontribush

Jangka waktu Pelayanan

Kartu lstr) (Karis) Kartu Susmi (Karw)

Waktu proses Pelayanan:
No Lirnian Prosedur e Keterangan
' Pelayanan
Poin | I Hari
Poin 2 | Hari
Poin 3 1 jmm
Poin 4 1 han
Poin 5 1 hari
Potn 6 1 hasi




Pain 7 1 hari

Poin 8 7 jam

Rp. 0.-

Jika terjad] pelanggaran atau Ketidaksesusian prosedur seperti pacda
ketetupan, maka depat menyampaikan pengadumm melatui Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Peagajuan kemudian memilib
Bidang dan Jenis Pelayanan : Pengaduan,

1. UL No. 25 Th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2 UL No. 20 Th 2004 tentang Rencana Ketjs Daersh

3. Fermenpan No: Per/21/M. Pan/1 12008

4. Persturan Kepala LAN No. 18 Th. 2015 tentang: Pedoman
Penyelenggurann Dikiat Kepemimpinan Tk.N

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apuratur Negara dan Reformas
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintaban

6. Persturan Kepala LAN No. 2 Th, 20117 tentang: Rincian bizya
Penyelenggaraan diklat kepemimpinan Th 1, TRIL TIHL TRV,
Pelativan dassr calon PNS Gol.[11, Pelatiban dasar calon PNS Goll
dan GolIl serta dikiut prajabatan CPNS Goll, Gol1l dan atau
Gol.11l yang diangkat dari wanga Honorer kategori | dan atau
kategori 2

7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tabua 2016 tontang
Kedudukan. Susunan Organisas, Tigas dan Fangsi sera Tata
Kerja Sehretariat Daeraly, Stafl Ahly, Sekretariot Dewnn Perwakilan
Rakyat Daersh, Inspektornt, Bsdan Duernh dan Rumah Sakit
Umum Daersh Kot Denpasar (Betita Docrah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 43)

8 Perwalikota No. 12 Tahwun 2017 tontang Uraian Tugss Jahatan
pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahl dan Sekretariat
DPRD Kot Denpasar

9. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susutian Peranghat Daersh (Lembaran Daersh Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 9)

Sarana, prasarana, dan/stau

. Komputer

2. Printer dan Scanner
1LATK

4 Surmt Keputusan
5. Peraturan

Kompetens: Pelaksana

I Memaham| berbagai Pernturan Perundang-undangati bidung
Pendlidikan dun Pelutihan

2 Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

3. Memahami tentang Proses Pengadaan Barang dan Juss Pemerintith




10

Proses pengajuan diawasi oleh stasan Inngsung pada sctiap jenjonglini
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TT | Jumiah Pelaksana Sclural Staf Sub Bidanz Diklat Penjenjangsn din Sertifikasi pada
mwhwmmm-mm
Denpasar

12 | Jaminan Pelayanan 1. Atasan melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan
2. Dilakukan pemeliaraan rutin terhsdap sarana prasarana

pendukung
13 | Juminan Keamanan dan I,mehmlwmcmph
kesclamatan Pelayanan gedung kantor BRPSDM

- B Wﬁhﬂlmkmkﬂilmimm
kebakaran dan kotak PIK

3. mjmwmmurmmmmwmm
Denpasar.

14

Evaluasi kinerja Pelaksana

I. Survey Ropuasan
2. Prevalensi jumlah aduan yang masuk di fitur RESPON

NIP. 19660504 199303 | 020




LAMPIRAN |9

C. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BEKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL 30 November 2021

NOMOR . D6 T4AVBKPSDM

TENTANG - PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANLUSIA KOTA DENPASAR

Sesuni dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahus 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretarial
mmmmﬂmmmmmmmmwmm
mwmmmmmrmmﬁmu;mwnmm
Pengembangan Sumber Dayn Manusia Kota Denpasar memiliki tugas dalam melaksunakin
mmmpuumhehﬂmmammwm

D. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: mnmxmmnmmwm

NO KOMPONEN

URAIAN

I | Persvaratun Pelayanan

2 Sigtem, Mekanisme, dan

1. Memngajukan Draf surst Keputusan Walikota tenteng. penugasan
PNS di Lingkungan Pemerintah Kot Denpasar untuk Mengikuti
Diklnt Kepemimpman TK. I

Melaksanakan koord inasi ke Badan Diklat Penyelenggara
Membual surat pengijuan nami - nama celon pesena kepada
Walikota

Mengecek nama calon peserta dan mombetikan  persed|uan
terhadap nama calon yang disjukan

Membuat SPT

Pemanggilan peserta PIM- T 11

Mengirim peserta ke Badan Diklat Penyclenggam
Menyelesaikan sdministrasi kontribusi

- W

ol u il o

3 | Jangka waktu Pelayanan Waktu proses Pelaysnan:
No. | Urnian Prosedur | Waktu Pelayanan |  Keterangan

Poin | 1 Hati
Poin 1 1 Hari
Poin 3 I Jam
Pain 4 | Hari
Poin § | Hari
Poin 6 I Hari
Pain 7 | Hari
Pain B 2 Jam

4 | BiayaTarif Rp. 0,




Produk Pelayanan

Penangan pengaduan, saran,
dan masukan

Jika terjadi pelanggaran atiu ketidaksesusinn prosedur seperti pada
ketewmpun, muka dapat mermynmpaikan pengadunn melalui Fitar
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemnudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayanan | Pengaduan.

Dasar Hukum

W

10.

ULl No, 25 Th 2004 teritang Sistem Perencanaan Permbungunin
Nasional

LU Ne. 20 Th 2004 tentang Rencana Kerga Daerah

UU RI No S Tubign 2014 Tentang Aparatur Sipil Negars
Permenpan No: Per/21/M.Pan/1 172008

Peraturan Menten Fendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomaor 35 Tahan 2012 wntang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Adiministras Pemerintahan
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sena Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahll, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah, Inspekiort. Badan Dacrah dan Rumah Sakit
Umum Daerah Kots Denpasar (Benta Dasrah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 43)

Perwalikow No. 12 Tabun 2017 wenmng Urnian Tuges Jabatsn
pada Ovganisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sckretariat
DPRD Kota Denpasar

Persturan Kepala LAN-RI No. 19 th. 2015 tentang Pedoman
Penyelengearaan dikln Kepemimpinan Tingkat

Perataren Kepala LAN No. 2 Th, 201 17 tentang: Rincian binya
Penyelenggaraan diklat kepemiompinan T L T, TR, TRV,
Pelatihan dasar calon PNS GolIlL, Peistihan dasar calon PNS
Gol.I dan Gol.I1 serta diklat prajabatan CPNS Gol I, Gol 1l dan
atan Gol.1ll vang diangkat dari wnaga Honorer kategon | dan atau
kategori 2

Peraturan Daerah Nomor 8 tahon 2016 worang Pembentulon dan
Susunan Peranghat Dacrah {Lembaran Dusrah Kots Denpasor
Tahun 2016 Nomor 9)

:
fasilitas

Komputer
Printer dan Scanner

ATK

Surat Keputusan
Pemturan

e el L

Memahami berbagai Peraturan Perundang-undangan bidang
Pendidikan dun Pelatihan

Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

Memahami wntang Proses Pengadann Bareng dan Jusa Pemerintah

Pengawasan Internal

Proses pengajuan diawasi oleh atasan langsuing pada setiap jenjang/lini
sesusl dengan tugas pokok dan fungsinya,

Jumiah Pelaksana

Seluruh Staf pada Sub Bidang Data dan Informas Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar




Juminan Pelayanan

Lo

" Dalam melaksanakan pengusulan KARIS/KARSU/KARPEG,

petugas berpanduan pads Pedormun pen gajusn
KARISKARSL/KARPEG sesuai dengan Keputusan Kepala BKN
dan SOP KARIS/ KARSLY KARPEG

Pihak Kanreg X BKN melakukan pamerikssan beekas vang
dimjukan

Drilakukan pemeliharasn rutin terhadap sarana prasarana
pendukung

Dilnkukan evalonsi securs berkala, jika pelnyanan vang diberilan
tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada standar ini, maka
petugas pelayanan akan diberikan sanksi oleh atasannya

13

Jeminan Keamanan dan
keselamatan Pelayanan

. Terdapat Pengawasan keamanan lingkungan deagan CCTV pada

gedung kantor BKPSDM

Penyediaan alat keamanan kerja seperti bung pemadam
kebakaran dan kotak PIK

Sistem jaringan intranet vang diswasi oleh Dinas Kominfo Kot
Denpasar,

i

Evaluasi kinerja Pelaksana

2

|. Survey Kepuasan Masyarakat
. Prevalensi jumlah adunn yang mased di fitur RESPON

Drs. | Wavan Sudiana
'?N Pembina Utams Muda
NIP. 19660504 199303 | 020




A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL  : 30 November 202

NOMOR : D6TA4S0BKPSDM

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
FADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesun) dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudakan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerje Sekremriat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat
Dewnn Perwakilan Rakyat Daerah, Inspekorst, Badan Daerah dan Rumah Sukit Umum Daerah
Kota Denpasar (Berita Duerah Kotn Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kopegawaian dan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan doerah di Bidang Kepegawainn.

B. STANDAR PELAYANAN

Jemis Pelayanan: Layanan Diklat Kepemimpinan Tk IV Pola Kontribusi

NO KOMPONEN

LIRAIAN

1 | Persyaratan Pelaysnan

2 | Sistem, Mekanisme, dan

oo

. Mengajukar Draf surat Keputisan Walikola temteng penugsn

PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk Mengikuti
Diklat Kepemimpinan TK. IV

Meluksanakin koordinasi ke Badan Diklaz Penyelenggara
Membuat suest pengajuan nama - oama calon peserta kepada
Walikom

Mengecek nama calon peseris dan mémberikan  persetujuan
terhadap nama calon yang disjukan

Membuat ST

Pemanggilan poserta PFIM Tk IV

Mengirim peserta ke Badan Diklat Penyelenggarn

Menvelestikan administrasi kontribusi
3 | Jangks wakiv Pelayanan Waktu proses Pelayanan:

Ne. | Uraiab Prosedur | Woktu Pelayanan | Keterangan
Poin | | Hasi
Poin 2 | Hari
Pom 3 I Jam
Poin 4 | Han
Poin £ | Harl
Poin 6 1 Hari
Poin 7 | Hari
Poin § 2 Jam

Rpr Bt"'




Produk Pelsyanan

Penangan pengadunn, saran,
dan masukan

Jika terqudi pelangearan stau Ketidaksesuainn prosedur seperti pada
ketetapan, maka dapst menyampaikan pengaduan melalui Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilil
Bidang dan Jenis Pelayunan : Pengnduan.

Dustir Hukum

B

10.

ULl No. 25 Th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemban gunn
Nasional

UL No. 20 Th 2004 tentang Rencana Kerja Daerah

UL BRI No 5 Tahun 2014 Tentng Aparatur Sipil Negara
Permenpan No: Pee/2Z1/M.Pan/] 172008

Peraturan Menteri Pendayngunasn Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Admisistrasi Pemerintahan
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tehun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sena Tata
Kena Sekretariat Doerai, Staf AhlI, Sekretarint Dewsn Perwakilan
Rakyat Daerah, inspekiomt, Badan Daerah dan Romeh Sakit
Umum Dacrah Kota Denpasar {Berita Dacrah Kota Deapasar
Tahun 2016 Nomor 43)

Perwalikota No. |2 Tahun 2017 wenmng Uminn Tugas Jabatan
pada Ovganisas: Sehretariat Derah, Staf Ahli dan Sekretariat
DPRD Kota Denpasar

Peraturan Kepals | AN-RI No._ 20 th. 2015 tettang Pedoman
Penyelenggnraan Diklat Kepemimpinan Tinghat IV

Peraturan Kepala LAN No. 2 Th, 20117 tentang: Rincian biaya
Penvelenggaran diklat kepemimpman Tk, 1, ThIL Tl TRIV,
Pelatihan dasar calon PNS Gol 11, Pelatiban dasar calon PNS

Gol | dan Gol Il serta dikiat prgabatan CPNS GoLL, Gol .l dan
ataw Gol 11l yang dianghkat dari tenags Honorer kategor | dan atny
Kategori 2

Permuran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tabun 2016 tentang
Pembentukan dan Susuman Perangkat Daerah (Lembaran Daersh
Kot Denpasar Tahun 2016 Nomor 9)

Surana, prasarana, dan/stay

Komputer

Printer dan Scanner
ATK

Surst Keputusan
Peraturan

Kompetenst Pelnksana

i

Memaham) berbagai Peraturan Perundang-undangan bidang
Pendidikan dan Pelatiban
Memahami Tugss Pokok dan Fungsi

Memahami tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemenmtah

Pengawasan Internal

Proses pengajuan diawasi oleh stasan langsung pada setiap jerjang/lini
sesunl dengan logas pokok dan fungyinya

H

Selurub Staf pads Sub Bidang Pergembangan Kompetensi Aparatur
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbsr Daya Manusla Ko




Denpasar

12

Jaminan Pelayanan

— Atasan melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan

Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap satana prasarana
pendukung

Dilakukan evaluasi securn berkaln, jika pelaynnan yang diberikan
tidak sesuni dengan yang ditetapkan pada standar ini, maka
petugas pelryanan akan diberikan sanksi oleh atasannys.

13

Jaminan Keamanan dan
keselamatan Peluyanan

. Terdapat wmwmwwm pada
gedung kantor BKPSDM
Wm.ﬁmmmﬂmm
kebakaran dan kotak P3K

Sistern jaringan intranet vang diawasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar

14

Evaluasi kinerja Pelaksana

Survey Kepuasan Masyarakat

2. Prevalensi jumlsh aduan yang masuk di fitur RESPON

Kepaln Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Hlﬂﬂl

=2

¥ pembing Utama Mudl
NIP. 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 21 - KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BEPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL : 10 November 2021

NOMOR C D6TABRPSDM

TENTANG . PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN
Sesuni dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susuman Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tats Kerjs Sekretariat Daersh, Stuf Ak, Sekretria
Dewan Perwakilan Rakyat Duerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumab Sakit Umum Daerah
mw:mmammmrmzmnm4nmmuhm
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar memiliki tugas dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanann kebijakan duerah di Bidung Kepegawainn.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Peloyanan: Layanan Diklat Prajabatan Calon PNS Gol. L, 11 dan 11! yang dianglat dari
Tenaga Honorer Katagori |, dan atan Katagori 2 dan Latihan Dasar CPNS dengan Fola

Kooty ibusi
"NO KOMPONEN URAIAN
1 | Persyarntan Pelayanan
1 | Sisiem, Mckanisme, dan |. Bidang Pengembargan Kompetunsi Aparstur  melakukan
Prosedur koordinasi ke Badun Diklat Penyelenggarn
2. Menyusun MOL dan Perjanjion Kerja Sama dengan Badan Dikiat
penyelenggara

3. Menyusun dafiar peseria sesuai jumlih peserta yang sda di DPA

4. Mengkoordinasikon rencana peserta yang akan dikinm dengan
pimpinan OPD masing - masing.

5. Menyusun dan memproses Keputusan Walikota tentang penugnsan
PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar untuk Mengikuti
Pelatihan

6. Membuat SPT

7. Pemanggilan peserta

8. Mengirim peserta ke Badan Diklut Penyelenggars

9. Melaksansknn monitoring pescrta pelatiban

10. Menyclesaikan administrasi kontribusi

3 | Jangka wakiy Pelayanan Waktu proses Pelayanan:
No. | Urninn Prosedur | Waktu Pelaysnan | Keterangan

Pom | 3 Jam
Poin 2 5 Hari
Pain I Han
Poin 4 2 Hari

Poin § 7 Hani




Poin 6 1 Hart

Poin 7 2 Jam

Poin 8 | Hari

Pain 9 | Hari

Pain 10 1 Hari

Biays/Taril

Rp. 0-

Produk Pelayanan

Surat Pemanggilan dan SPT peseria diklat

Pensngan pengaduan, saran,
dan masukan

Tika terjadi pelunggaran atau ketidaksesuainn prosedur seperti pada
ketetapan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajiun kemudian memilib
Bidang dan Jenis Pelayanan - Pengadunn. Pengaduan yang masuk akan
ditindaklanjuti sesuai standar yang felah dimaklumatkan oleh masing -
masing bidang terkait.

<

-

10.

UL RI No & Tahun 2014 Tentang Aparitur Sipil Negura
Peraturin Meuteri Pendavagunaan Aparstur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 33 Tahun 2012 entang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintuban
Peraturan Lembigs Administrasi Negara Republik Indosesi
Nomaor 2 Talun 2019 Tentang Pelatihan Kepemmpiman Nasional
Tingkat 1|

Peraturan Lembaga Administrasi Negars Republik Indonesia
Nomor |16 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan
Administratror

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor |5 Tahun 2019 Tentang Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas

Persturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 201 8 Tentang Pelatihan Dasar CPNS

Permturan Kepala LAN No. 2 Th. 20117 tentang: Ringian biaya
Penyelenggaraan diklat kepemimpinas Tk, 1, Tk L, Ticlll, TV,
Pelatihan dasar calon PNS Gol I1L, Pelatihan dasar calon PNS
Gol.l dan Gol )l serts dikint prajabatan CPNS Gol.L, Gol.ll dan
atan Gol 11} vang diangkat dari tenaga Honorer kategori | dan stau
kategori 2

Pernturan Wilikots Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungst serta Tata
Rakyat Dacrah, Inspekiorat, Badan Dacrah dan Rumah Sakit
Utnum Daerah Kota Denpusar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 43 )

Perwalikota No. 12 Tahun 2017 tentang Urstan Tagas Jabsitan
pads Organisasi Sekretariat Ducrab, Staf Ahli dan Sckretariat
DPRD Kota Denpasar

Peraturan Daersh Nomor 8 tahun 2016 teatang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar




Tahun 2016 Nomor 9)

8 | Sarsna, peasarana, dan/atau 6. Komputer/Laptop
fasilitas 7. ATK
8. Jaringan Internet
9 | Kompetensi Pelaksana 1. Memaham| berbagai Peraturan Perundang-undangan bidang
Pendidikan dan Pelatihan
2 Memahami Tugns Pokok dan Fungsi
3. Memahami tentang Proses Pengadann Barang dan Jass Pemerintah
10 | Pengowasan Internal Proses pengajuan diawasi oleh atasan langsung pada seting jenjung/Tini
sesual dengan tugas pokok dan fungsinys.
11 | Jumlgh Pelaksana Seluruh Staf pada Sub Bidng Pengembangan Kompetensi Aparatur
Badan Kepegawamn dan Pengembangan Sumber Daya Manusis Kota
Denpasar
12 | Jaminan Pelayanan 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaian
2. SK Walikots
3. SPT Poserta
13 | Jaminan Keamanan dan Dalam pelaksanzan diklat bekerjasama dengan nakes di Dinas
keselamatan Pelayanan Keschatan

Evalunsi kinerja Pelaksana

1. Survey Kepuasan Masyarakat
2. Prevalensi jumloh aduan yang masuk di filur RESPON

Kepala Badan Kepegawatan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

e

'b' Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 | (20




LAMPIRAN 22

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL 30 November 2021

NOMOR © OATHO0BKPSDM

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sosual dengan Persturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tubun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sokretarist Daerah, Staf Ahli, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Ducrah dan Rumah Sakit Umum Daersh
Kota Denpasar (Berita Daerh Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badun Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar memiliki tugas dalam melsksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakun daerah di Bidang Kepegavwaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Laysnan Pelaksansan Pemetazn Peilnian Kompetnsi

NO KOMPONEN

LRAIAN

] Persynratan Pelayunan

2 Sistem, Mekanisme, dan

Pemetaan Kompetens: Pejabat Struktural Eselon IV

I
Prosedur 2. Rencana Peluksannan
3. Roordinasi ke BEN Kanreg X Dps
4. Menghimpun Pesorta
5. Pemanggilan Peserta
6. Pelaksanasn
7.  Penutupan
3 | Jangka wakty Peloyanan Wakiu proses Pelayanan:
No. | Uraian Prosedur | Waktu Pelayanan |  Keterungan
Poin | 3 Hari
Poin 2 S Hari
Poin 3 J Hari
Poin 4 2 Hari
Poin § £ Hari
PFoin & 8 Hani
Poin 7 2 bin
4 | BigywTanf Rp. 0.-

dan masukan

ketetapan, maka dapat menyampaikan peagadunn melalui Fitue
RESPON dengan memillih Sub Meni Pengajuan kemudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayanan - Pengoduan,




Dasar Hukum

0.

UL RI No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negiura
Peratumn Menten Pendavagunaan Aparatur Negarn dan Reformasi
Hirokmsi Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Stundar Operasional Prosedur Adminisirasl Pemermtnhan
Poraturan Walikota Denpasar Nomoe 43 Tabwn 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sorta Tata
Kerjs Sekretariat Daceah, Sl Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah, Inspektorat, Badan Dacrah dan Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Denpasar Berita Dacrah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor £3)

Perwalikota No. 12 Tabun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat
DFRD Kotz Denpasar

Pernturmn Kepala BKN No 8 Tahun 2013 tentang Pedoman
Standar Kompetensi Tekils Pegawal Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, schagaimana
telah diubah dengan Peraturnn Pemerintah Nomor 11 Tahun
2002

Peraturan Menteri Pendaysgunagn Aparstur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indooesin Nomor 13 Tihun 2014
Tentang Tots Cars Pengisinn Jabatan Pimpinan Tinggi Secarn
Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemenintab

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005
tentang  Pedoman Penilaian Calen Sekda Provinsi din Kab/Kota
Serta Pejabat Struktural Eselon 11 di Linghungan Kab/Kots®
Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomaor 23 Tahuen 2011
tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawal Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural

Persturan Daermb No. 8 tabun 2016 1entang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomoe 9)

Sarana, prasarana, dan/atsu
fasilitas

Kamputer
Printer dan Scanner
ATK

Surat Koputusan
Pemituran

PR CI e R

Penyediaan data base profil kompetensi

Dasar penctrapan sistim Kaderisasi

Pencrapan manajemen ASN yang berbasis merit
Memperpendek tahapan seleksi terbuka

10

Pengawasan Internal

Pmumjtmdhmﬂmmmhnmndlﬂimw:
sesunl dengan tugas pokok dan fungsinya.

11

Jumlah Pelaksana

Seluruh Staf pada Sub Bidung Pengembangan Kompetensi Aparstur
Hadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Diya Manusia Kota

Denpausar

12

Tamnan Pelaynnan

1. Atasan melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan




2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarsnn prasarana pendukung

3. Dilakukan evalunsi secara berkaln, jika pelayanan yang diberikan
tidak sesual dengan yang ditetapkan pada standar ini, maka petugas
pelzyanan aksn diberikan sanksi oleh atasannya.

13

Jaminan Keamanan dan
heselamatan Pelayanan

1. Terdapat Pengawasan keamanin lingkingan dengan CCTV pada
gedung kantor BKPSDM

2. Penyediaan alat keamanan kerja seperti tabung pemadam
kebakatran dan kotak P3K

1 Sistem jaringan mtravet yang divwasi oleh Dings Kominfo Kota
Denpasar.

14

Evaluasi kinerjn Pelaksana

1. Survey Kepunsan Masyarakat
1 Prevalensi jumlab adunn vang masuk di fitur RESPON

Kepals Badan Kepegawman dan
Pengembangan Sumber Days Manusia

Drs. | Wayan Sudiana,
¢ Pembing Utama Muds
NIF. 19660504 199303 1 020




A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL  : 30 November 2021

NOMOR : D6TMMYBKPSDM

TENTANG . PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
FADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
FENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANLSIA KOTA DENPASAR

Sesuni dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Keduduban,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serts Tata Kerja Sekretariat Dacrah, Staf Ahli, Sekretoring
Dewan Perwakilan Rakyat Daernh, Inspektornt, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Doersh
Kota Denpasar (Berita Duerah Kot Denpasar Tuhun 1016 Nomor 43), Badan Kepegawnian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar momiliki tagas dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijokan daerul di Bidang Kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelsyanan: Layunan Kennikan Gaji Berkala Pimpinan OPD

NO KOMPONEN

LURAIAN

1 | Persyarutan Pelmyanan

2 | Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

I. Menerima berkas usulan kenaikan gaji berkala pimpinan OFD dari

-~
-

masing-masing OPD

Memeriksa kelenghapan berkas yang diterima dari OPD dan
selanjutnya membuat Konsep dan disposisi
Mengajukan draft kensikan gaji berkals pimpinan OPD untuk
ditandatangan:

Mengajukan konsep kematkan gaji berkala pimpinan OPD dan
sekda, diteruskan ke Sekda atay Walikoty Denpasar untuk mohon

tanda tangan

5. Penandstanganon oleh Schda

6. Penandstanganan oleh Wallkota Denpasar

7. Dokumentasi dan Perigiriman

3 | Jangka wakiu Pelaysnan Waktu proses Petayanan:
| No. | Urnian Prosedur | Wakw Peloyanan |  Keoterangan

Poin | 3 Menit
Poin 2 5 Menit
Poin 3 1S Monit
Poin 4 15 Menit
Poin § 16 Menit
Poin & S Menit

Rp. 0.-

5 | Produk Pelayanan




dan masukan

mmw—ummmﬂ
mmwmymmm“hluirm
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih

Bidang dan Jenis Pelayanar © Pengaduan.

Dusar Hukum

=

I UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas No. § Tahun

1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegnwaian

LU RINo. § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PP No. 7 tabun 1977 tenteng Pernturan Gaji Pegawai negen Sipil

PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilainn Prestasi Kerjs PNS

Peruturan Menteri Pendayagunsan Aparatur Negars dan Reformasi

Birokzasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemenintahan

6. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Duerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016
Namor 9)

7. Perwalikota No. 49 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar

8. Perwalikots No. 12 Tahun 2017 tentang Urnian Tages Jabatan
pada Organisasi Sekretariat Dacrah, Staf ANl dan Sckretariat
DFRD Kota Denpasar

9 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentung
Kedudiskan, Susunin Organisusi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Dacrah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Dagrah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rusmah Sakit
Umum Daersh Kota Denpasar (Berita Daerih Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 43) Perwakilan Rakynt Ducrah, Inspeldorat.
Badan Dacrah dan Rumah Sakit Umum Dacrah

10, Perwalikots No. 12 Tabun 2017 tentang Urdian Tugas Jabatan
pada Organisass Sekretariat Dieraly, Staf Ahli dan Sekretariat
DPRD Kota Denpasar

SR

Sarana, prasarana, dan/stau

Komputer
Printer dan Scanner
ATK

Surmt Keputusan
Feratnmn

Kompetens: Pelaksann

il e 2 ol Al a

Memahami berbaga: peraturan perundang-undangan bidang
QrgAnisasi

2 Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

3, Memahami tentang Peraturan Gaji Pegawal Negeri Sipil

4. Memiliki pengetahuan tentang peraturan yarg berkaitan dengan
tabungan dan ssuransi PNS (Taspen)

Pengawasan Internal

Proses pengajuan diawasi oleh atasan iangsung pada setiap jenjang/lini
sesuai dengan mgas pokok dan fungsinya,

Jumlah Pelaksana

Selurub Staf pada Sub Bidang Kepangkatan Badan Kepegawaiun dan
Pengembangan Sumber Duys Manusia Kota Denpasar

12

Juminan Pelavanan

1. Atasan melakukan pemeriksaan berkas yang disjukan
1. Dilakukan pemelihamsan rutin terhadap sarana prasarana pendukung




3. Dilakukan evaluas: secars berkala, jika pelayunan yang diberikan
tidak sesuanl dengan yang ditetapkan pada standar ini, maka petugas
pelayanan akan diberikan sanksi oleh atasannyi.

13

Jaminan Keamanan dan
keselamatan Pelayanan

I. Terdapat Pengawasan keamanan Imgkungan dengan CCTV pada
gedung kantor BKPSDM

2 Penyediaun alat keamanan kedja sepenti tsbung pemadam
kebakaran dan kotak FIK

3. Sistemn jaringan intranct yang diawasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar.

14

Evaluasi kinerja Pelaksann

I, Survey Kepuasan Masyarakat
2. Prevalensi jumlah aduan vang masak di fitur RESPON

Kepala Badan Kepeguwnian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

¥ Ppombina Utema Mods
NIP. 19660504 199303 ) 020




LAMPIRAN 24 . KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL  + 30 November 2021

NOMOR | D67/490/BKPSDM

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN
Sesuai dengan Pernturan Walikota Denpasar Nomoe 43 Tahun 2016 tenmng Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas don Fmﬂthmelswmwmﬁm
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Dacrah dan Rumah Sakit Umum Dasrah
Kota Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar memiliki mgas dalam melaksanakon
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan deerah di Bidung Kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan: Layanan Kenaikan Pangkst Golongan 1IUd KEBAWAH

NO KOMPONEN URAIAN

1| Persyaratan Pelayanan Daftar nommatif dan SK Kenaikan Panghat

2 | Sistent, Mekanisme, dan I Menerima Daftsr nominatif golongan 11id kebawah dan dinjukan
Prosedur kepada Kepala BKPSDM  untuk dinjukan ke BKN Regiondl X

2. Mencliti daftar dan menandatangani dafiar pominatif

1. Meneruskan nsulan dari BKPSDM Kota ke Kanreg X BKN untuk
mendapat persetujunn mefalui sistem Aplikasi

4. Menelitl dafisr nominatif dan data perlukung dan mengeluarian

Naotnor NP

Mengentry/edit Nomor NP yang telah mendapat persctujuan

mencotak SK kenaikan panghat PNS

Memeriksa konsep SK Kenalkan Panghat PNS

Penandatanganan SK Kenaikan Puoghut

Mengirim SK Kenaikan pangkat melalul OPD yang bersanghutan

o m o3 e

3 | Jangkn waktu Pelayanan Waktu proses Pelayanan:
Ne. | Uraian Prosedur | Waktu Pelnyanan | Ketermngan
Poin | 15 Menit
Poin 2
Poin 3
Poin 4
Pola 5
Poin 6
Poin 7
Poin §
Poin @




& | Biaya/Tarif Rp. 0.
§ | Produk Pelaynnan SK dan Petikan SK kenailoan pangkat
6 | Penangan pengaduan, saran, Jik terjadi pelanggaran mau ketidaksesunian proserur sepert pada
dan masukan ketetapan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui Fitur
RESPWWMIIIHEMMMWMWMH&
Bidang dan Jetiis Pelayanun : Pengaduan.
7 | Dasar Hukom 1. UL RINo 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintsh No. 12 Tahua 2002 tentang perubshan atas
peraturan peserintah No_ 99 Talwn 2000 tentang kenaikan
pangkat Pegawai Negen Sipil
8 | Sarana, prasarana, dan'stou | 1. Komputer
fasilitas 2. Printer dan Scanner
3. ATK
4. Surat Keputusan
5. Peraiurnn
9 | Kompetensi Pelaksana i Memaham: berbagal peraturan perundang-undsngan bidang
organisesi
1 Memuhami Tuges Pokok dan Fungsi
3. Memahami tentang Tata Kearsipan
10 | Pengawasan Internal Proses pengajuan diswasi oleh atasan langsung pada sctiop jenjang/lini
sexusi dengan tugas pokok dan fungsinya.
11 | Jumlah Pelaksana Seluruh Staf pada Sub Bidang Kepangkatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
12 | Jaminan Pelayanan Pelayanan didasarkan pada Peraturan Pemerintah tentang Konsiikan
panghat Pegawai Negeri Sipil
13 | Jamioan Keamasan dan SK Kenaikan pangkm dicetik, Petikan SK didismbusikan langsung
kesclamatan Peluyanan kepada penerima serta diarsiphan dengan baik
14 | Evaluasi kinerjs Peloksana 1. Survey Kepuasan Masyarakal

2 Prevalensi jumish aduan yang masuk di fiwr RESPON

Kepala Badan Kepegawsian dan

=3

Drs: | Wayan Sudians.
' Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199303 1 020




A, PENDAHULUAN

Sésuai dengoan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
WHFMTMHMFMMTJHMW'MSHIMM
MWMﬂMIWMM&nME&HMM
MMMMKNMMTMNMWHLBMWM
Pengembangan Sumber Days Manusia Kota Denpasar memiliki tugas dalam melaksanakan
penyusinan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian.

STANDAR PELAYANAN

. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR
TANGGAL ¢ 10 November 2021
NOMOR  6TMVBKPSDM
TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BADAN KEFEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Jonis Pelayanan: Layanan Kenatkan Pangkat Golongan [V/ie KEATAS

NO KOMPONEN URAIAN
1 | Persyaratan Pelayanan Daftar nominatif dan sirat pengantar
2 | Sistern, Mekanisme, dan | Mengajukan daftar nominatil  Kenaikin Pangkat Golongan TV/c
Prosedur mmthMMmdmﬁwwm
melalii Sekda. Kot Denpasar
2. Menanda tangani dafias nominatif dan pengantae  diteruskan dari
BKPSDM Koty Denpassr ke BKN Pusat Meelalui Gubernur Bali
untuk dapat diproses lebih lanjut
1. Meneliti kembali daftar nominatif dan berkas pendukung umik
disjukan ke Setncg Jakarta melalui BKN pusat
4 Memberikan pertimbangsn apaksh proses bisa dilanjutkan wian
tidak
5, Memproses lanjut mencetak SK  dan Petikan SK Kenaikan
Pangkat
6 Menandstangani SK Kenafkan Pangkat
7. Menandatangani Petikan SK Kenaikan Panghat
8. Mencrima SK dan Petikan SK Kenaikan Puaghat
9 Mengirim  Petikan Sk dan menyimpan arsip  SK Kenaikan
Pangkat
3 | Jangka waktu Pelayanan Waktu proses Pelayanan:
No. | Uraian Prosedur | Waktu Pelayanan | Ketorangan
Poin | 15 menit
Poin 2 30 Meon
Poin 3 5 Menit [ usul
Poin 4




Poin §
Poin 6
Pown 7
Foin § 1 Jam
Paiin 9 | Hari
4 | Biaya/Tarif Rp. -
§ | Produk Pelayanan SK. dan Petikan SK keanikan panghat
6 | Penangan pengadusn, saran, Jhmmwmmmmmm
dan masukan hm.ﬂhﬁpﬂmumpmnmmwduiﬂur
RESPON dengan memillib Sub Menu Pengajuan kemudian niemilih
Bidang dan Jenis Pelayanan : Pengaduan.
7 | Dasar Hukum 1. UU RINo § Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2 Peraturan Pemermitah No. 12 Tahun 2002 tentang peruhahan atas
mmﬁnﬂﬂmHTﬂ:mmmm
pangkat Pegawal Negeri Sipil
B | Sarana, prasarana, danvatau | 1. Komputer
fasilitns 2. Printer dan Scanner
3. ATR
4, Surat Keputusan
S. Peraturan
9 | Kompetens: Pelaksana 1. Memahami berbagai pernturan perundang-undangan bidang
organisasi
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
3. Memahami iemang Tats Kearsipan
10 | Pengawasan Internal Mpnﬂmmmnﬁmhmﬂmw
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11 | Jumiah Polaksana Seluruh Staf pada Sub Bidng Kepanghatan Badan Kepegawaian dan
Peagembangan Sumber Daya Manusia Kota Dempasar
12 | Jaminan Pelayanan Proses sesuni surnt naik internal dan chsternal
13 | Jaminan Keamanan dan SK Kenatkan pangkat dicetak, Petikan SK didistribusikan langsung
kesclamatan Pelayanan kepada penerimna serta diarsipkan dengan baik
14 | Evaluasi kinerja Pelaksana | 1. Survey Kepuasan Masyarakat

2. Prevalensi jurmlah aduan yung masuk di fiter RESPON

NIP. 19660504 199303 | 020



A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL ;30 November 2021

NOMOR - 067M4%0/BKPSDM

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesual dengan Persturan Walikow Denpasur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs) mrnuuj.wm.wmm
MMHmmwmmmmmﬁmuMm
mw{mmmwrmmwmmmwbm
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Deapasar memiliki tugas dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dacrah di Bidang Kepegawaian,

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelavanan: mnwmwwwumwm

NO KOMPONEN

URALIAN

| mhhym

Daftar nommatif dan surat pengantar

2 | Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

B

5
6
(
8
9.

. Memproses lanjut mencetak SK dan Petikan SK Konaikan Pangkat
. Setneg meaandatanganan SK Kenaikan Panghat

Mengajukan daftar nominatif Kenaikan Pangkat Golongan [V/e
keatas kepads Kepaln BKPSDM untuk dinjukan kepads Walikota
melaiui Sekda. Kota Denpasar
mmammm:mmmm
BKPSBHKmDmthKHhde:hiﬁmwi
untuk dapot diproses lebib lanjut

Meneliti kembali daftar nominatif dan Dusta Dighal / berkas
pendukung untuk diajukan ke Setncg Jakarta melalui BEKPSDM
Jskarta

BKN Memberikan pertimbangan apaksh proses hisa dilanjutkan
atou tidak

MHMWHMEKWW
Kepala Badan Menerima SK dan Petikan SK Kenaikan Pangkar
Kepsls Sub Bidang Kepangkatsn mengirim Petikan Sk dan

menyimpan arsip SK Kenaikan Panghat
3 | Jangka wakiu Peliyansn Waktu proses Pelayanan:
No. | Uraisn Prosedur | Waktu Pelaynian | Keterangan
Poin | 15 Menit
Poin 2 30 Menit
Poin 3 § Menit [ usul
Poin 4
Poin §
Pain &




Poin 7

Poin 8 | Jam
Poin 9 1 Han
4| Bmya/Tanf Rp 0.-
S | Produk Pelayanan Petikan SK dan SK Kenaikan Pangkat
6 | Penungan pengaduan, saran, | Jika terjedi pelanggarn atau ketidaksesuaian prosedur seperti pada
dan masukan hetetapan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui Fitur
RESPON dengan memnillih Sub Menis Pengajuan kemudian memilil
Bidang dun Jenis Pelayanan : Pengadunn. Pengaduan yang masuk akan
ditindaklanjuti sesual standar yang telak dimaklumatkan oleh masing -
masing bidang terkasit.
7 | Dasar Hukum I. UURINo S Tabun 2014 Tentang Aperatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 wentang parabahan atas
peraturan permerintah No. 99 Tahun 2000 wniang kenaikan
pangkat Pegawa: Negeri Sipil
8 | Sarana, prasarana, dan‘atau | 1. Komputer
fasilitae 2. Printer dan Scanner
3. ATK
4, Surst Keputusan
5. Peraturan
9 | Kompetensi Pelaksana 1. Memaham berbaga peraturan perundang-undangan bidang
organ|sasi
2. Memaham| Tugas Pokok dan Funigsi
1. Memabami tentang Tots Kearsipun
4. Memahami tentang aturan kenaikan panghat
10 | Pengawasan Internal Proses pengajuan diawasi oleh atasan lingsung pada setisp jenjang/lmi
sesudi dengan tugns polok dan fungsinyn.
11 | Jumiah Pelaksans Selunih Staf pada Sub Bidang Kepanghatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
12 | Jaminan Pelayanan Proses sesuai surat nask internal dan chsternal
13 | Jaminan Keamanan dan SK Kenaikan panghat dicetak, Petikan SK didistribusikan langsung
kesclamatan Pelayanan kepada penerima serta diarsiphan dengan baik
14 | Evahuasi kinerjn Pelaksana | | Survey Kepussan Masyarakat
2. Prevalensi jumish aduan yang masuk di fitur RESPON
Kepala Badan Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Dsya Manusis

MY pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 | 020




LAMPIRAN 27

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENFASAR

TANGGAL  © 30 November 2021

NOMOR  D6T4MVBRPSDM

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedodukan,
smmmmrupMmermmnwmwmw
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorst, Badan Daerah dan Rusmuh Sukit Umum Daerah
Kots Denpasir (Berita Daerab Kota Deapasar Tabun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota [Denpasar memiliki tugas dalam melakyanakan
penyusunan dan pelaksanasn kebijakan daersh di Bidang Kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Layanan Penyusunan Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat

NO KOMPONEN

URAIAN

I | Persyaratan Pelayanan

Draft nominatif dan surst pengantar

2 | Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

|

10.

11.
12 Memasukan duta usulan kenaikan pangkat ke Sistem Aplikasi

13
14.

Merencanakan rapul sosialisai pemberkasan kenaikan paghat dan
mempersuplan mater

Membuat sumt undangan rapat sosialisasi pemberiuisan kenaikan
paighat ke seluruh OPD

Memeriksa dan Memberi paral surat undangan rapat
Memeriksa dan Menandatangani surat undangan rapat sosialisasi
pemberkusan kenaiknn pangkat

Mengirim surat undangan mpat ke OPD

Metierima surst undangan rapat dan menugaskan pejabat yang
terkait untuk hadir

Penyampaian materi, petibekalan, serts jadwal pemberkasan
kenaikan pangkat seluruh OPD

Mempersiapkan berkas kenaikan panghat pegawai, membual
pengantar dan daftar nominatif dan mengirim ke BKPSDM Kota
Denpasar

Menerima hahun usulan kenaikan pangkat yang disjukan dari OPD
Melakukan pemeriksaan terhadap helengkapan bahan usulan,
validicas dan pemilihan berkss berdusarkun jenis Kenaikan
Pangkat dun berdasarkun panghat/Gol.

Memberikan persetujuan untuk dapat diproses atau tidsh

Pelayanan Kepegawaion (SAPK)
Mencetak Lembar Usul Kenaikan Pangkat melnlui SAPK
Melaknkan verifikasi Lembar Usul Kenaikan Panghkat




15 Membuat surat pengembalian  usulan kenaikan panghat yoang
dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
16. Pengiriman dan Pengarsipan

Jangka wakiu Pelayanan

Waktu proses Pelayanan;
No. | Urnian Prosedur | Waktu Pelayanan | Kelerungan
Poin 1 1 hari
Poin 2 | Jam
Poin 3 15 menit
Poin 4 15 menit
Pioin § I han
Poin b | hari
Poin 7 3 jam
Poin § 2 minggw
Poin 9 15 menit
Poin 10 5 menit / usul
Poin 11 1 hari
Poin 12 15 menit
Poin 13 5 menit / usul
Poin 14 S menit [ usul
Poin 13 1 jam
Poin 16 1

Rp. 0~

Daftar nominatil kenaikan panghat

Jh’llﬂtﬂplﬁﬂﬂuﬂulﬂkﬁmmm:ﬂ
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih
Bidang dan Jeais Pelayanan « Pengiduan.

| Peraturan Pemermtah No. 12 Tahun 2002 tentang perubabian stas
peraturan pemerintah No. 99 Tahun 2000 teatang kenaikan
pangkat Pegawal Negen Sipll

2. Undang - Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
{ ASN )

Sarans, prasarans, dsn/atau
fasilitas

Komputer

Prinier dan Scanser
ATK

Sural Keputusan
Peraturan

-] i o L DR =
B B e v, B F

organisasi

2. Memuhami Tugas Pokok dan Fungsi

3, Memahami tentang Tata Kearsipan

4, Memahani Aturan Kenaikan Pangkat Pegawai

10

Proses pengajusn diawasi oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lind
sesuni dengan tugas pokok dan fimgsinya.




i

Jumiah Pelaksana

Seluruh Staf pada Sub Bidarg Kepanghatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

12

Jaminan Pelayanan

L
2.

3,

Atnsan melakukan pemeriksasn berkas yang dinjukan

Dilakukan pemeliharsan nutin terhadap sarana prasaruna
penduhung

Dilakukan evalunsi secara betkala, jiks pelsyanan yang diberikan
tidak sesuni dengan yang ditetapkan pada stantar ini, maka
petugas pelayanan akan diberikan sanksi olel stesannya.

Jaminan Keamanan dan

r &

3

Terdapat Pengawasan keamanan lingkungan deagan CCTV padda
gedung kantor BRPSDM

Penyediaan alat keamanan kerja seperti tabung pemadam
kebakamn dan kotak PIK

Sistem jaringan intranet yang diawasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar

14

Evaluasi kinerja Pelaksana

1. Survey Kepuasan Masyarkat
2 Prevalensi jumlah aduan yang masuk di finsr RESPON

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

=3

Drs. | Wayan Sudians,
* Pembina Utama Muda
NIF. 19660504 199303 | 020




LAMPIRAN 28

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL . 70 November 2021

NOMOR  B6TA90BKPSDM

TENTANG . PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesusi dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serts Tuts Kerja Sekretariat Dacrah, Staf Ahli, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspekiorat, Badan Dagrah dan Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Denpasar (Berita Daernh Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Mamusin Kota Denpasar memiliki tugas dalam melaksanakin
penyusunan dan pelaksanasn kebijakan deerah di Bidang Kepegowalan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Layanan Prosedur Ujian Kenaiken Pangkat Penyesuaian [jazah

NO KOMPONEN

LIRAIAN

1 | Persynratan Pelayanan

Draft nominatif dan surst pengantar

2 | Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

31 Memerikss dan Memiberl parafl surat undangun rapat

10,

1,
12. Memasukan date usulan keoaikan ponghkat ke Sistem Aplikasi

3.
4.

15.

Merercanakan rapat sosialisai pemberkasan kenalkun paghat dan
mempersiaphan mater:

Membunt surmt undangan rapat sosinlisasi pemberkasan kenaikan
pangkat ke selurah OPD

Memeriksa dan Menandamngani surat undangan rapat sosialisasi
pemberkasan kenatkan panghast

Mengirim surat undangan rapst ke OPD

Menerima surat undangan cipat dan menugaskan pejabat vang
terkait untuk hadir

Penyampaian materi, pembekslan, seria jadwal pemberkisan
kenaikan pangkat seluruh OPD

Mempersispkan  berkas kenaikon panghat pegawai, membuat
pengantur dun dafiar nominatif dan mengirim ke BKPSDM Kota
Denpasar

Menerima bahan usilan kenaikan punghat yang dinjukan dari OFD
Melakukan pemeriksaa terhacap kelenghapan bahan osulan,
validitas dan pemilihan berkas berdasarkan jenis Kenaikan
Pangkat don berdasarkan panghatGol.

Memberikan persetujuan untuk dupat diproses st tidak

Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Mernicetak Lembar Usal Kenalkan Panglat melalui SAPK
Melukukan verifikasi Lembar Usul Kenaikan Panghkat

Membunt surat pengembalian  usulan kenaikan panghimt yang




dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
16. Pengiriman dxn Pengarsipan
Jangkn waktu Pelayanan Waktu proses Pelayanan.
No. | Uralan Proscdur | Wakti Pelayanan | Keterangan

Pain | 1 hari
Poin 2 | Jam
Poin 3 1§ menit
Poin 4 15 menit
Poin 5 | hari
Pain 6 1 hari
Pom 7 3 jam
Poin § 2 minggu
Poin 9 15 menit
Poin 10 5 menit / usul
Poin 11 | hari
Poin 12 15 menin / wsul
Poin 13 5§ menit / usul
Poin 14 $ menit / wsul
Poin 1% | jam
Poin 16 1 hari

Bisya/Tant Rp. 0.

Produk Pelayanan

Penangan pengaduan, saran,
dan masukan

Jikn terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur seperti pads
Ketetapan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui Fitur
HF&FOHWMW&MMWMM
Bidang dan Jenis Pelayarun : Pengaduan.

Dasar Hakum

1. UU RI No 5 Tabun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang perubahin atas
MWMHTEHIMMW
pangkat Pegawai Negen Sipil

3 mmwwmum
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyasunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4 Peraturan Daersh Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunen Peranghat Doerab (Lenburan Daersh
Kota Despasar Tahun 2016 Nomor 9)

5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Dacrah, Staf Ahli, Sekretariat Dowan Perwakilun
mwmwmmmmm
Umum Daersbh Kot Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 43)

6. Perwalikota No, 12 Tahwn 2017 tentang Uraian Tugss Jabatin
DPRD Kota Denpasar




§ | Saruna, prasarana, dan/stas | |. Kompurer
fasilitns 2. Priter dan Scanner
3. ATK
4. Surnt Keputusan
5. Pernturun
% | Kompetensi Pelaksana I. Memahami berbaga peraturan perundang-undangan bidang
oTganisas)
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
3. Memahami tentang Tota Kearsipan
4. Memahami Aturan Kemalkan Fanghat Pegawai
10 | Pengawasan Internal Proses pengajuan diawasi oleh atasan langsung pada setisp jenjang/lini
sesuai dengan tugas pohok dan fungsinya.
11 | Jumish Peluksana Seluruh Staf pada Sub Bidung Pengembangan Kompetensi Aparasur
Badan Kepegawainn dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Denpasar
12 | Jeminan Pelaysnan | Aussan melskukan pemeriksaan berkas yang diajikan
2 Dilakukan pemelibarsan rutn terhadap samnn prasamns
pendubung
3. Dilakukan cvaluasi secara berkala, jika pelayanan yang diberikan
tidak sesusl dengun yang ditetapkan pada standar ini, maka
petugas pelayanan akan diberikun sanksi olch amsannya.
13 | Jaminan Kecamanan dan I. Terdapat Pengawnsan keamanan linghungan dengan CCTV pada
kesetsmatan Pelayanan gedung kantor BRESDM
2, Penyediaun alat kemmanan kerjn seperti tabung pemadam
kebakaran dan kotak P3K
3. Sistem jaringan imranet yang diawasi oleh Dinas Kominfo Kata
Denpasar
14 | Evalussi kinerja Pelaksana | 1. Serviy Kepassan Masyarakas

2 Prevalensi jumlah aduan yang masuk di fitur RESPON




A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGOAL  © 30 November 2021

NOMOR : D6TAMYBKPSDM

TENTANG ;| PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesual dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kena Sekretariat Daesah, Staf Ahli, Sekretariat
Dewnn Perwakilan Rakyat Dacruh, lnspektomt, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Dacrah
Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tabun 2016 Nomor 41), Badan Kepegawasian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kom Denpasar memiliki tugas dalam melaksanakin
mmmmmwmmaiamwm‘

B, STANDAR PELAYANAN

mmmw;&mlibmfwiﬂnﬂ

URAIAN

Menerima usulan untuk penganghatan dalam Jabatan Fungsional

|
Prosedur 2 Mengecek kelenghapan usulun
3 mdMWWMMlmJMFM
4. Koreksi duri Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Denpasar
langsung dengan Nomor SK
5. umsxmmmumuwmmm
tangani
6. Menvampaikan SK yang dielah ditandatangani Walikota kepada
yang hersangkutan
3 | Jangka waktu Pelayanan Waktu proses Pelayanan:
No. | Uraian Prosedur | Wakiu Pelayanan | Keterangan
Poun | 2 Hani
Poin 2 | Hari
Pain 3 | hari
Poin 4
Poin 5 1 Hori
Poin 6 | Hari
4 | Biaya/Tarif Rp. 0,-

5 | Produk Pelayanan




Penangan pengndusn, sarin,
dan masukan

Jika terjad) pelanggaran stay ketidaksesuaian prosedur seper pada
ketetapan, maks dapat menyampaikan pengaduan melatu Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih
Bidung dan Jenis Pelayanan @ Penguduan.

Dasar Hukum

I UU RI No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negarn

o Perstiran Pemerintah No. 12 Tuhun 2002 tentang perubahan atas

peraturan pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan panghat

Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Menteri Pendayagunaxn Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrtsi Nomar 15 Tahun 2012 weptang Pedoman Penyusinan
Smﬁpﬂnmlhmﬂwmmmiwm

*‘ WMMWNUMIT*MEIEM

Pembentukan dan Susunan Perangkat Dnernh (Lembaran Dacrah

Kista Denpasar Tahun 2016 Nomer 9)

5. Persturmn Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

WWMNTMLWD““M

wnm.lmMMMWMt

Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Dacrah Kot Deapasar

Tahun 2016 Nomor 43)

6. Perwalikot No. 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pads

wmwmwmnaﬁmm

Rota Denpasar

Samna, prasarana, dan‘atay
Fasilitas

Komputer

Printer dan Scanner
ATK

Surt heputusan
Peraturan

Memahami Peraturan
Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
Memahani temtang Proses Pengangkatan Jabatan  Siruktural

o o B I

10

Pengawasan Intermal

Proses pengajuan dinwasi pleh atasan langsung pasda setrap jonjang/lini
sesuti dengan tugas pokok dan fungsinya.

11

Jumiah Pelaksana

Seluruh Staf pada Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi
Bodan Kepegawaian dun Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Denpasar

12

1. Atsan melakukan pemeriksaan berkas yang diajukan

3 Dilakukan pemeliharaan ritin terhadap saruna prasarina
pendubunyg

3. Dilakukan evatuasi secarn berkala, jika pelayanan yang diberikan
tidak sesuai dengan yang ditetapkan poda dandar ini. maka
petugas pelayanan skan diberikan sanksi oleh atasannys.

13

Jaminan Keamanasn dan
kesclamatan Pelayanan

| Terdapat Pengawnsan kewmarnan lingkungan dengan CCTV pada
gedung kantor BKPSDM

2. Penyedinan alat keamanan kerja seperti tabung pemadam
kebakaran dan kotak P3K




1 Sistem jaringan mtranct yang diswasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar

14

Evaluasi kinerja Pelaksana

I. Survey Kepuasan Masyarakat
2. Prevalensi jumish aduan yang masuk di fitur RESPON

Kepaln Budan K dan
Pengembangan Dmya Manusia

Jm@
i | Wayan Spsfiana.
X’ Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 30 - KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL - 30 November 2021

NOMOR - DETHM/BKPSDM

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN
Sesunl dengan Pernturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerjn Sekretariat Dacrah, Staf Ahll, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, nspekiorat, Badan Daerah dan Rumah Sskit Umum Daerah
xmm;mmmnmpmtmzumumuanmwmm
Pengembangan Sumber Daye Manusia Kota Denpasar memiliki tgas dalam melaksanakan
penyusunan dan polaksanaan kebijakan duerah di Bidang Kepegawaan.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan: Layannn Masa Persiapan Pensiun (MPP)

NO KOMPONEN URAIAN
|| Persyaratan Pelayanan
2 | Sistem, Mekanisme, dan I. Usul permohonan MPP diterima dan OPD/Ybs lengkap dengan
Prosedur berkas sesum persyaraten diregister dan pengantar
2. Pengeoekan terthadap berkas yang diterima, meneliti persyaratan
dan kelengkapan berkas permobonan MPP
3. Membust pengantar usul MPP ke Presiden untuk jabatan
fungsional keahlian utama.

4. Membust konsep Keputusan Walikota tentang MPP untuk di
teruskan ke Walikots stay pejabat vang berwenung melalui koreksi
Bag. Hukum dan HAM (meneliti dan memparafl

4 Keputusan turun dari Bapak Walikota / pejabat yang berwenang

6. Meregister dan membuat daftar peaerima Keputusan MPP

7. Menyershkan Keputusan MPP ke PNS ybs/OPD dan menguesip

3 | Jangka waktu Pelayanan Waktu peoses Pelaynnun:

No. | Uraian Prosedur | Waktu Pelayanan |  Keterangan
Pasin | 5 menit
Pain 2 10 menit
Poin 3
Pou 4
Poin § 10 menit
Pain & 10 menit

4 Bil}‘l'Tll"if RP- 0.




Produk Pelayanan

Penangan pengaduan, saran,
dun masukan

Jika terjadi pelanggarnn atau ketiduksesuniun provedur seperti pada
ketetapan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayanan : Pengaduan

Dasar Hukum

1. UL RINo § Tahun 2014 Tentang Aparsiur Sipil Negara

1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawni
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 teatang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan don Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil

5. Pernturnn Permermiah Nomor || Tahan 2017 tentang Manapemen
Pegawai Negeri Sipil

6 Permturan Menteri Penidayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusundn

7. Pernturan BKN RI No 2 mhun 2019, tentang tota cam mass
persiapan pensiiin.

8 SE BAKN No. 04/SE/S0 Tgl. | 14021980 Tentang Pemberhentian
PNS

9, Peraturan Walikita Denpasar Nomor 43 Talwn 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisnst, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerjn Sekretariat Dacrah. Staf Ahli, Sekretariar Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Inspekiorat, Badan Dacrah dan Rumah Sakit
Uttrm Deerah Kota Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomeor 43)

10, Peraturan Dagrah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perasghat Daersh (Lembaran Dagruh
Kota Denpasar Tahun 2016 Namor 9)

Sarana, prasarana, dan/stau

Komputer
Printer dan Scanner
ATK

Surat Keputusan
Peraturan

o ol el

Memahami berbagal peraturan perundang-undangan bidang
organisasi
2. Memahami Tugas Pokok din Fungs:

3. Memahami ieoung Tata Kearsipan

10

Pengawasan lnternal

Prises pengajusn diawasi ubeh atasan langsung pada setiap jemang lint
sesuai deagan tugas pokok dan fungsinyu.

(8

Jumlah Pelaksana

Seluruh Staf pada Sub Bidung Mutisi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

1

[, Atasan melakukan pemeriksaan berkas yang dinjukan
2 Dilakukan pemeliharan rutin techadap sarmna prasarana
pendukung




Dilakukan evaluasi secara berkala, fika pelayanan vang diberikan
tidak sesuai dengan yang ditetapkan peda standar ini, maka
potugas pelayanan akan diberikan sanksi oleh stasarnyu.

13

Jaminan Keamanan dan
keselamatan Pelavanan

bad

. Terdapat Pengawasan keamanan lingkungan deagan CCTV pada

gedung kantor BEKPSDM

Penyedinun slat Kearnanun kerju seperti tinbung pemadam
kehakaran dan kowak PIK

Sistem jariogan intranet yang diawasi oleh Dinas Kominfe Kota
Denpasar

14

Evaluasi kinerja Pelaksana

a

. Survey Kepunsnn Masyarakat

. Prevalensi jumiah aduan yang masok di finer RESPON

NIP. 19660504 199303 1 020




A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL @ 130 November 2021

NOMOR 1 DRTHMMYBKPSDM

TENTANG  © PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesusl dengan Permturan Walikota Denpasar Nomer 43 Tahun 2016 tentaig Kedudukan,
MMMTMMFWHMT#WRM Derah, Staf Ahli, Sekretariat
mWithﬂmwmmmﬂwmhmm
Kota Denpassr (Berita Daersh Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
memummmwmummmmm
penyusunan dan pelaksanuan kebijakan dacrah di Bidany Kepegawnian.

B. STANDAR PELAYANAN

muwwwmmum Pensiun (BUP)

NO KOMPONEN

URAIAN

1 | Persynratan Pelayanan

2 | Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

et B =

| 8
9.

10,
I

llwmmwmumumsmmxm

13.
14,
13,

Mencetak Data Nominatif Uisulan Peosiun

Meneliti Data Nominatif PNS vang mencapai BUP
Mmbuﬂmﬂpmpmwmkwm“m&mﬂm
yang memasuki BUP ke masing-masing OPD (meneliti dan
memberi paral).

Menerima surat dam nominatif if Usulan Pensiun

Surat dan dats nominstif usulan pensiun diterima dan dissmpaikan
kepads PNS yang akan Pensiun ke maxing-masing OFD
Menerima daftar usulan pensiun dari masing-masing OPD dan
meregisier

Memeriksa don meneliti berkas usul penviun dari calon pensinn
PNS

Entry data usulsn pensiun ke aplikasi SAPK

Membuat atau mencetak DPCP, surat pernyataan, surt penganias
dan cetak nominstif pensiun ( menelitt dan paraf)

Surat dan dats nominatil pensiun
Mmprhnhuhsm:umlhminhmxm}lﬁﬂ
Pusat / Setneg

Denpasar’ BKN Pusal / Setneg

Membuat dan mencetak SK pensiun uatuk dinjukan ke Walikota
Meregister dan membuat daftar penerima SK pension
Menyerahkan SK Pensiun ke PNS yang akan Pensiun

Waktu peoses Pelayuwnmn:




v

No. | Urnian Prosedur | Wakiu Pelayanan | Keterangan
Padis | I jwm
Poin 1 1 jm
Poin ] | hari
Poin 4 | hari
Poin § | han
Poin 6 5 menit
Poin 7 15 menit [ berkas
Pown 8
Poin 9 | hari
Poin 10
Pain 11 1 hari
Pain 12 1 hari
Biaya/Turif Rp. 0.-
Produk Pelayanan
Penangan pengadunn, sarsn, Jiks terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur seperti pada
dan masukan ketetapan, maks dapat menyampaikan peagaduan melalul Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih
Bidang dan Jenis Pelaymnan | Pengadian,
Dasar Hokum I. Undang-undang Nomor || Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai

dan Pensiun JandaDuda Pegawai
Undang-undang Nomor § Tahun 2014 rentang Apartur Sipil
Negara

PP No.1 | Tahun 2017 jo. Persturmn BKN No. 2 Tahun 2018
pegawai negen sipil dan pensiun janda‘duda pegawai negeri sipil
Peratuman Menteri Pendayagunsan Aparater Negara dan Reloomasa
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Adnvinistrasi Pemerintuhan
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 1entang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugss dan Fungs: serta Tats
Kerja Sekretariat Dacrah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyut Dacrah, Inspektorat, Badan Dacrah dun Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 43)

Perwalikota No. 12 Tahun 2017 tentang Urtian Tugas Jabatan
pada Organisasi Sekretnrint Dacrah, Staf Ahli dan Sekretariat
DPRD Kota Denpasar

. Peraturan Daersh Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 teritang

Pembentukan dun Susunan Perunphot Daersbh (Lembaran Daerah
Kots Denpasar Tabun 2016 Nomor 9)

Kompister




fasilitas

Printer dan Scanner
ATK

Surat Keputusan
Peraturan

Bl ol ot o

Memahami berbagai peraturan perundang-undomgan bidang
organisasi

Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
Memahami tentang Tats Kearsipan

. Memahami tentang Atursin Penyiun

i

10

Pengawasan Internal

Proses pengajuan diawas oleh atasan langsung pada sctiap jenjang/lini
sesual dengan tugas pokok dan fungsinys.

Jumlah Pelaksans

Scluruh Staf pada Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar

12

Juminan Pelayanan

1. Amasin melnkulon pemeriksaan berkas yung dinjukan

2. Dilakukan pemeliharsan rutin terhadap sarana prasamns
pendubung

3. Dilukuken evaluas: secura berkaln, jika pelayanan yang diberikan
tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada standar inl, maka
petugas pelayanan akan diberikan sanksi oleh slasannys,

13

Jaminan Keamanan dan
keselumatan Pelayanan

I, Terdapat Pengswasan keamanan lingkungan dengan CCTV puda
gedung kantor BKPSDM

1 Penyedinan alat keamanan ketja seperti tabung pemadam
kebakaran dan kotak PIK

3. Sister jaringan intranct yang diswasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar

14

Evalumsi kinerjn Pelaksanu

I. Survey Kepuasan Masynrakat
2 Prevalensi jumlah aduan vieng masuk di fitur RESPON

Kepala Badno Kepegawaion dan
Pengembangan Sumber Daya Munusia

&

Drs. | Wasnn Sudisna.
E sy oy e
NIP. 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 32

A. PENDAHULUAN
Sesusi dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisast, Tugas dan Fumimemwmwm-w
mwmwnmmmmummmmummmm
Kota Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
wwwmmmmﬁumhhnmm
Wmmwmmmumwm

STANDAR PELAYANAN

. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR
TANGGAL ;30 November 2021
NOMOR © 06TASOBRPSDM
TENTANG PENFTAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANLISIA KOTA DENPASAR

Jenis Pelavanan: Layanan Pelsyanan Pensiun Janda/Thda

NO

KOMPONEN

UHRAIAN

Persyaratan Pelnyanan

Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

‘\
10, Menyerahkan SK Pensiun ke PNS yang akan Peasiun

Menerima caftar wsulan pensiun jende’duda deri OPD dan
meregister |

Memeriksa dan meueliti berkas nsul pensian dari calon pensiun
PNS

Entry data usulan penisiim ke nplikasi SAPK

Membust dan mencetask DPCP, sural pernyataan, nominatif sera
surat pengantar (meneliti dan paraf)

Surat dan data nominatl{ pensiun

Mengirim berkas Daftar usul Pensiun ke Kanreg X BKN / BKN
Pusal / Setneg

Menerima petimbangan teknis pensiun PNS dari Kanreg X BKN
Denpasar’ BRN Pusat / Setneg

Membuit din mencetak SK pensiun junda/duda untuk diajukan ke
Walikota

Meregister dan membuat daftar penerima SK pension

Jangka waktu Pelayanan

Waktu proses Peluyanan:

No. | Urainn Prosedur | Waktu Pelayanan | Keterangan
Pown | 5 menit

Poin 2 10 menit / berkng
Poin 1 15 menit / berkas
Poiti 4
Poin 3
Poin 6 | hani
Poin 7




Poin 8
Poin 9

| har
I hari

Biayw/Tanf

Rp. 0.-

Produk Pelavanan

Penangan pengaduan, samn,

Tika terjnd) peiangzaran aran ketidaksesuaian prossdur seperti pada
mmmwmmrh
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih

Bidang dan Jenis Pelayanan - Pengaduan,

Dasar Hukun

I, Undang-undang Nomor |1 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawal
dan Pensiun Junda/Duda Pegawal

2. Undang-undang Nomor S Tahun 2014 teatang Aparstur Sipil
Negnru

3. PP No.l | Tawn 2017 jo. Persturan BKN No. 2 Tahin 2018
tentang pedoman pemberian pertimbangan terakhir pensin
pegawai negerl sipil dan pensiun janda/duda pegawai negeri sipil.

4. Pernturun Menteri Pendayngunaan Aparstur Negara dan Refornasi
Birokrasi Nomor 3§ Tahun 2012 tentang Pedoman Peayusunan

5. Peraturnn Waliketa Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekeetariat Dacrsh, Staf Abl, Sekremeia Dewan Perwakilan
Rakyat Dserah, Inspekiorat, Badan Dwerah dan Rumah Sakit
Umum Duerah Kota Denpasar (Berita Daersh Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomaor 43)

6. Perwilikots No. 12 Talun 2017 tentang Urainn Tugas Jobatan poda
wﬂwmmmwmammm
Rota Denpasar

7, Peraturan Doerah Kota Denpasar Nomor B Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daersh (Lembamn Dacrah
Kota Denpasar Tahon 2016 Nomar 9)

Sarana, prasarana, din/stay

K omputer
Printer dan Scanier
ATK

Surat Koputusn
Peraturan

Kompetensi Pelaksana

cu| $A M S Mo

Memahami berbagai peraturan perundasg-undangin bidang
organisasi

2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi

1. Memahami tentang Tata Kesrsipan

4, Memahami tentang Aturan Pensiun

Pengawasan Internal

Proses pengajuan diawssi oleh stasan langsung pada setiap jeajang/lin}
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinys

Jumlah Pelaksana

Seluruh Staf pada Sub Bidang Mutasi Badun Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manesia Kota Denpasar

Jaminan Pelayanan

1. Atasan melakukan pemeriksazn berians yang dinjukan
2 Dilakukan pemeliharsan rutin tethadap sarana prasarana




pendukung

1. Dilakuksn evalussi secara berkala, jika pelayanan yaog diberikan

MMW}mdmﬂimhLmh
petugas pelayanan akan diberikan sanksi oleh atasannya.

13

Jaminan Keamanan dan
keselamatan Pelayanan

I. Terdapat Pengawasan keamaian |inghugan dengin CCTV pada
gedung kantor BKPSDM

p Mﬁm:hmwmimm
kebakamn dan kotak PIK

1. Sistem jaringan intranet vang diswasi oleh Dinas Kominfo Kota

Denpasaur

i

Evaluasi kinerja Pelaksana

1. Survey Kepuasan Masyarakat
2. Prevalensi jumlah aduss yang masuk & fitur RESPON

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangin Sumber Daya Manusia

e

Dirs, | Wavan Sodians,
*‘Pml:hu Utarms Muda
NIP. 19660504 199303 | 020




LAMPIRAN 33

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL | 30 November 2021

NOMOR o PETMSUBRPSDM

TENTANG - PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA HADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tats Kerja Sckretarint Duerah, Staf Ahll, Sekretarint
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh, Inspektoeat, Badan Daerah dun Ramah Sakit Umum Dacrah
Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tabun 2016 Nomar 43), Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kot Denpasar memiliki tugas dalam melaksunakin
penyusunan dan pelaksansan kebijaksn daerah di Bidany Kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN

Jemis Pelayanan: Layanan Pelayanan Pensiun APS

NO KOMPONEN

URAIAN

1 | Persyaratan Pelayanan

2 | Sistem, Mckanisme, dan
Prosedur

. Menerima daftar wiulan pensiun APS dan OPD dun rieregister

9

Memeriksa dan meneliti berkas usul pensiun dari calon pensiun
PNS

Menginpat kedalam aplikasi SAPK

Membust dan mencetsk DPCP, surat permyataan, nominatit dan
penganiar

Membuat surst pengantur dan cetak nominatif peasiun (meneliti
dan pacafl )

Mengirim berkss Daftar ussl Pensiun APS ke BKN / Sekretariat
Kabupaten.

Menerima pertimbangan  teknis pénsiun PNS dai BKN /
Sektrtariat Kabupaten

Membuar SK pensinn APS yang di tanda tangani Walikota
Meregister dan membant daftar penerima SK pension

10. Menyerahkan SK Pensiun ke PNS / OPD ybs dan mengarsip

3 | Jangka waktu Pelayanan

Waktu proses Pelayanan:
No. | Ursisgn Prosedur | Waktu Pelaynnan | Keternngan

Foin 1 5 menit

Pom 2 10 menit / berkas

Poim 3

Poin 4 I hari

Poin § 1 huiri

Poin 6

Poin 7 10 menst ( Kep

Poin ¥ 10 menit | Kep




Rll- 'n'-'

Jika terjadi pelanggaran atan ketudaksesunian prosedur seperti pada
ketetapan. maka dapat menyampaikan pengaduan melatul Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajiian kernudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayssun - Pengaduan.

I UMMH;HWWIITMIHPMWW
dan Pensiun Janda/Duda Pegawal

 § uwmnmﬂmmumwsw
Negara

3. PPNo.ll Tahun 2017 jo. Peraturan BKN No, 2 Tahun 2018
tentang pedoman pemberian pertimbangan terakhir pensiun
pegawai negen sipil dan pensiun janda/duda pegawai negeri sipil,

4 Persturan Menteri Pendayngunnan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokmsi Nomor 33 Tahun 2012 teatang Pedoman
WMWMWMM
Pemerintahan

5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Totn
Kerja Sekretariat Dacrah, Staf Ahl}, Sekretariat Dewan
Perwokilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan
Rumah Sakit Umum Dacrah Kota Denpassr (Berita Daersh Kota
Denpasar Tahun 2016 Nemor 43)

6 Perwalikiota No. 12 Tabun 2017 entang Uraian Tugas Jabatan
pada Organisasi Sckretariat Dacrah, Staf Ahli dan Sekiretariat
DPRD Kota Denpasar

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 remtang
Pembentukan dan Susunan Peranghat Daerah (Lembaran Daeeah
Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9)

. Komputer

2. Printer dan Scanner
i ATK

4. Somt Keputusan
£ Peratursn

1

Memahami berhagai peraturan perundang-undangan bidang
organisasi

2. Memahami Tugas Pokok dun Fungs)

1. Memahami tentang Tata Kearsipan

4, Memahami tentang Aturan Pensiun

Pengawasan Internal

me@jmm:imhmmﬂmmﬁ
sesuni dengan tugas pokok dan fungsinya.

I

Jumlsh Pelaksana

Scluruh Staf pada Sub Bidang Mutssi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Duys Manusia Kota Denpasar

Jaminan Pelayanan

1. Atasan melakukan pemetiksann berkas yang diajukan
2 Dilakukan pemelihaman rutin terhadap sarana prasarana
pendukung




1. Dilakukan cvalussi secara berkala, jika pelayanan yang diberikan
tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada standar ini, maka
petugas pelaysnan akan diberikan sanksi oleh stasannya.

Jaminan Keamanan dan
keselamatan Pelayanan

. Terdapat Pengawasan keamanan Imghkungan dengan COTV pada
gedung kantor BEPSDM
2. Penyediann alst kesmanan kerja seperti twbung pemadam
kebakaran dan kotak P3K
Sistem jaringan intranet yang diawssi oleh Dimas Kominfo Kota
Denpasar

]
-

14

ﬁiﬂuﬂimm

—

. Survey Kepuasin Masvarakat
7 Prevalensi jumlah aduan yang masak di fiser RESPON

Kepala Badan Kepegnwaian dan
Pengembangan Sumber Diyn Manusia

s | Wayan Sudiana,
fﬁmﬁmﬂmuﬂuﬁ
NIP, 196ep0504 199300 1 G20




LAMPIRAN 34

A PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL @ 30 Nowvember 2021

NOMOR ¢ 067490 BKPSDM

TENTANG  : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuai dengan Persturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudilan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tam Kerja Sekreturiat Duerah, Staf Ahli, Sckretariat
Mmmwmtnm.mmmammwmmm
Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tabiun 2016 Nomeor 43), Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusio Kot Denpasar memiliki tugss dalam melaksanaknn
penyusunan dan pelaksansan kebijakan daeran di Bidung Kepegawaion.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Layanan Prosedur Perpindahan PNS (Keluar)

NO KOMPONEN

LRAIAN

1 Persyaratan Pelyyanan

2 | Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

_ Usul permohonan pindah antar nstansi diterima dari Yhs lengkap

. Pengecekan terhadap berkas yang diterima. menieliti persyaritin

. Berkas permohopan pindah diterushan ke Bapak Walikota

. Permohonan pindah yang diparal Bapak Walikota dinformasikan

. Sural persetujuan pinduh yang sudah di tnds tsngani Bapak

dengan berkas sesuai persyaratan diregister

dan kelengkapan berkay serta mengisi disposisi untuk selanjuinya
diterushan ke Bapak Walikota

Berkas permohotian pindah twrun Bapak Walikota

melalul sorst ke pemohon, yang di ACC dibusikan sumt
persetujunn

Walikots
. Surat  porsetijuan  pindeh  tagas  disampaikan ke
pemohon/Gubernur/BKN dan dlarsip
3 | Jangka waktu Pelsyanan ‘Waktu proses Pelayanan:
No. | Ursian Prosedur | Wakiu Pelayaman |  Ketemngan
Poin 1 $ menit
Poin 2 10 menit
Poin 3 20 ment
Poin 4
Poln 3 i han
Poin 6
Poin 7

Rp. 0.-




Produk Pelayanan

Penangan pengadusn, saran,
dan masukan

Jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur separti pada
ketetapan, maka dapat menyampaikan pesgadusn melalui Fitur
RESPON dengan memilili Sub Menu Pengajuan kemudian memilih
Bidang dan Jenis Pelaynnan : Pengaduan.

Disar Hukum

1. Undang-undang Nomar $ Tabun 2014 tentang Aparatus Sipil
Negan

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dagrah

3. Persturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkntan, Pemindshan dan Pemeberhentian Pegawai Negeri
Sipil

4. Keputusan Kepals Badan Kepegawuian Negars Nomor 13 Tabun
2003 tentang Petunjuk toknis pelaksanaan PP No. 9 Tahun 2003

$. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Bisokrasi Nomor 38 Tabun 2012 rentang Fedoman Penyusunan
Standar Operasiconl Prosedur Administrasi

6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tuhun 2016 tentang
Kedudukun, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Dacrah, Staf Ahli. Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakynt Dacrah, Inspekiont, Badan Daerab dan Rumah Sakit
Umum Dacrab Kota Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomar 43)

7. Peratwmn Daersh Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah
Kota Denpasar Tahun 2016 Nomaor 9)

Sarana, prasarans, dan/atau
fasilicas

Komputer
Printer dan Scanner
ATK

Surmt Keputusan
Peraturan

i

=l P G 2 e

Memahami berbagal peraturan perumdang-undangan bidang
organisas

2. Memahimi Tugas Pokok dan Funigsi

3. Memahami wntang Tata Kearsipan

10

Pengawasan Internal

Proses pengajuan diawast olch atasan langsung pada sctiap jenjmng/lini
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1

Jumlah Pelaksana

Selurubs Staf pada Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Munusia Kota Denpasar

12

Jamioan Pelnyanan

I. Atasan meinkukan pemeriksann berkas yang diajukan

2. Dilakuksn pemelibaraan rutin terhadap sarana prasanina
pendubung

3. Dilakukan evaluasi secars berkala, jika pelayanan yang diberikan
tidak scsuni dengan yang ditetapkan pada standar ini, maka
petugas pelayanan akan diberikan sanksi oleh stasannya.

13

Jaminan Kesmanan dan

" Terdapat Pengawasan keamanan linghungan dengan CCTV pada
gedung kantor BKPSDM

Penyediaan alat keamanan kerja sepenti tabung pemadam

LE ]




kebakatan dan kowak PIK
1. Sistem juringan intranet yang diawasi oleh Dinas Kominfu Kota

Denpasar

14

Evaluasi kinerja Pelaksana

. Survey Kepussan Masyarakut
2. Prevalens| jumlah aduan ynng masuk di fitur RESPON

Fuwhmﬁummm

Sk

‘!" Pembina Litama Muda
NIP. 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 35 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL  : 30 November 2021

NOMOR . DETMHO0/BKPSDM

TENTANG 1 PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN
Sesusi dengan Persturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudulon,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariar Daerab, Staf Ahli, Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspekiorat. Badan Daerah dan Rumah Sakit Uimum Daerah
Kota Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar Tahan 2016 Nomor 43), Badan Kepegavwaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusis Kota Denpasse memiliki tugas dalwm melaksanslnn
penyusunan dan pelaksanann kebijakan daemb di Bidang Kepegawaian.

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan: Layanan Prosedur Perpindahan PNS (Musuk)

NO KOMPONEN URAIAN

1| Persyaratan Peisyanan

2 | Sistem, Mekanisme, dan I Usul pormohonan pindah antar instansi diterima dari Ybs lenghap
Prosedur dengan berkas sesuni persyaratan diregister

1. Pengecekan terhadap berkas yang diterima, meneliti persyaratan
dan kelenghupan berkus serts mengisi disposisi untuk selanjutayi
diteruskan ke Bapak Walikota

3. Berkas permohonan pindah diteruskan ke Bapak Walikota

4. Betkas permohonen pindah tirin Bapak Walikots

5. Permohonan pindab yang diparaf Bapak Walikom diinformasikan
melalui surmt ke pemohon, vang di ACC dibustkan surst

persetujuan

6. Sumt persetyjuan pndah yong sudah di tanda wngani Bopak
Walikota

7. Sumt  pessenjuan  pindsh  tugas  disampaiksn ke
pemohon/Gubemur/BEN

8. Kepulusan Perpindahan

9 Membuat konsep Keptitusan penempatan

10. Surat kepitusan penempatan disampaikan ke pemohon dan diarsip
3 | Jangka waktu Pelaysnon Waktu proses Paloymnan:

No. | Ursian Prosedur | Wakio Pelayanan | Keternngan

Fom 1 5 Menit
Pom 2 10 Menit
Poin 3 20 Menit

Poin 4




Pon 5
Poin 6
Poin 7
Pom ¥

I Han

Poin ¥ | Hani

Pain 10 | Hari

Blaya/Tarif

Rp 0-

Produk Pelayanan

Penangan pengaduan, saran,
dan masukan

Jika teriadi pelanpgaran atsu ketidaksesuaian prosedur seperti pada
ketetapan, maka dapat menyampaikan pengadusn melalul Fitur
RESPON denggan memillih Sub Menu Pengnjuan kemudian memilih
Bidang dan Jens Pelayanan ;| Pengaduan.

Deasar Hukum

I. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apamtur Sipil
Negir

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terntang Pemerintah Dacrah

3, Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Penganghutan, Pemiridahan dan Pemeberbemtian Pegawai Negeri
Sipil

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2003 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan PP No. 9 Tahua 2003

5. Permurnn Menteri Pendayagunans Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusynan
Standar Operasional Prosedur Administrasi

fi. Peraturen Walikota Denpasar Nomor 43 Tubin 2016 tentang
Kedudokan, Susunan Crganisasd, Togas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sckretariat Daceah, Staf Abli, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Inspektorst. Badan Daerah dan Rumah Sakit
Umum Daerab Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar
Tahun 2016 Nomor 41)

7. Persturan Daerall Kota Denpacar Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pernbentukan dan Susunan Perangkst Decrah (Lembaran Daerah
Kots Denpasar Tahun 2016 Nomor 9)

Saruna, prasarang, dan‘atau
fasilitas

Komputer
Printer dan Scanner
ATK
Sur! Keputusan
Peraturan

Sk -

. Memahami berbagal peraturan perundang-undangan bidang
organisast

2 Memahami Tugns Pokok dan Fungsi

3, Memahami tentang Tala Kearsipan

Pengawnsan Internal

Proses pengajuan diswasi oleh atasan langsung pada setinp jenjang/tini
sesuiti dengan tugns pokok dun fungsinya.

11

Jumlah Pelaksana

Seluruh Staf pada Sub Bidang Miuntas) Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusiz Kota Denpasar




12

Jaminan Pelayanan

—
L]

a

Atasan melnkukan pemeriksaan berkas vang dinjukan
Dilakukan pemaliharsan rutin terhadap sacana prasarana
pendubung

Dilakukan evaluasi secara berkala, jika pelayunan yang diberikan

Tidak sesuai dengan yang ditetapian pada standar ini, maka
petugas pelayanan akan diberikan sanksi oleh stasannya,

13

¥

Terdapat Pengawasan keamanan lingkungan dengan CUTV pads
gedung kantor BKPSDM

Penyediaan alat keamanan kerja scperti tabung pemadam
kebakaran dan kotak PIK

Sistemn jaringun intranet yang diawas: oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasar

14

. Survey Kepunsan Masyarakat

2. Prevalensi jumish adusn yang masuk di fitwr RESPON

kepala Badon Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Maousin

Drs | Wavan Sudiana
¥ Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 | 020




LAMPIRAN 36 . KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BEPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL 30 November 2021

NOMOR ¢ D6TA/BEPSDM

TENTANG  © PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN
~ Sesual dengan Pernturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentung Kedudukan,
Susuman Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerjn Sckretariat Daerah. Staf Ahli, Sekretarint
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, Inspekiorst, Badan Dacrah dan Rumab Sakii Umim Daesah
Kota Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Days Manusia Kota Denpusar memiliki wgas dalam melaksanakan
penyusiman dan pelaksansan kebijakan doerah di Bidang Kepegawaian,

B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan: Layanan RESPON

NO KOMPONEN URAIAN

Persyaratan Pelayanan 1. hitpsy/ ekinerjn denpasarkota. go.id
2. Masuk menu Respon untuk memperoleh layanan informas
kepegawaisn, konseling dan pengaduan secarn elektronik.

Sistemn, Mekanisme, dan |, Masuk  melalui  aplikasi  ekinerjadenpasarkoti go id
Prosedur selanjutnya masukkan wser id dun password, kemudian pilih
menu RESPON

2 Jika ingin mengajukan pertanyaan, pengaduan maupun
kemseling pengguna dapat mengldik Sub Menu Pengaduan.
Selanjutnya pada Form Pengajuan Pelayanan pengguna dapat
memilih Bidang Layanan yang dituju dan Jenis Layanan yang
diinginkan serta pads Detall Polayunun  yang  diajukan
pengguna dapst memaparkan detail pertanysan, pengaduan,
maupun permohonan  konseling.  Pengguna  juga  dapat
melampirken data dukung dalam format xis, sy, dok, docx,
Pl jpe. jpeg. pog. ¢if, ston bmp jika diperiakan.

3. Pengajuan persanyaan, permohonan  konseling  maupun
pengaduan akan dijawsh oleh PIC/Admin,

4. Pengguna dapat melihat progres pangajuan lsyinan pada Menu
RESPON dengnn memilih Sub Menu Check Progres.

5. Apabila tindaklenjut yang diberikan oleh PIC/Admin sudah

Jungka wakiu Pelayanan Waktu maksimal menindaklanjuti pertanyaan, permobonan konseling
& pengaduan yang masuk pada Menu RESPON maksimal 1 x 24 jam
hari keeja Jika pengaduan musuk pads hari libur skan ditindakisnjoti
pada hari kerja berikutnya.




Bimyw Tarif

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

Laysnan Informasi Kepegawaian, Konseling dan Pengaduan
secara Elektronik melalun RESPON

Penangan pengadusn, saran,

Jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesvaian prossdir sepeeti puds
ketetapan, maka dapat menyampaikan pengaduan melalui Fitur
RESPON dengari memilliii Sub Menu Pengajuan kemudian memilib
Bidang dan Jenis Pelayanan : Pengaduan.

Pengaduan yvang masuk akan ditindaklanjuti sesual standar yang telsh
dimaklumatinn oleh masing — masing bidang terkait.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
temtang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan
Refirmasi Birokrusi Republik Indonesis Nomor 16 Tabhun 2017
temtang Pedoman Penvelenggaraan Forum Konsultasi Publik di
Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

Sarana, prassrana, darvatay

I Komputer! Laptop/Handphone
2. Jaringan Imernet

Kompetens: Pelahsana

Memahami peraturan dan perundangan tekait

Mampu mengopetasikan computer

Memahami alur proses pengzunaan RESPON

Memiliki ketelitian dan kehati — hatian dalam menclaah seita
meniberikan jawahan stas pertanynan don pengaduan yang misuk
pada fitur menu RESPON

r ol ol [l

_mw

Froses pengajuan diawasi oleh atasan langwung pada sctiop jenjang/Tini
sesual dengan tugas pokok dan fungsinya,

Jumlah Peluksana

£ (lima) PIL dimasing-masing bidang

12

Duftar pengajusn layunan ( pertanysun, pengaduan maupun kooseling )
vang masuk pada fitur RESPON

i3

Jaminan Keamanan dan
keselamatan Pelayanan

Stistem jaringan intranet vang dinwasi oleh Dinas Kominfo Kota
Denpasas dengan hak akses terbatis dimana hanys tim yang teluh
terdaftar dalam dalam aplikasi yany bisa mengakses.

14

Evaluss kinerja Pelaksana

1. Survey Kepunean Masyarakas
2. Prevalensi jumlah aduan yang masuk di fitur RESPON

Kepala Badan Kepegawainn dan
Pengembangan Sumber Diaya Manusia

4&:!:

Drs. | Waynn Suilians.
'\P Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 37 . KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL 30 Novernber 2021

NOMOR - 067/490/BKPSDM

TENTANG - PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN
Sesusi dengan Peraturan Walikow Denpasar Nomor 43 Tabun 2016 tentany Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs: serta Tata Kerja Sekretariat Ducrah, Staf Ahli, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, Inspekiorst, Badan Diseruh dan Rumah Sakit Umum Dacrah
Kots Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Days Muanusis Kots Denpasar memiliki tugas dalam melskunakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dacrah di Bidang Kepegawaian,
B. STANDAR PELAYANAN
Jenis Pelayanan: Layanan Konseling Online ASN Pemaentah Kota Denpasar
NO KOMPONEN URAIAN

1 | Persyaratan Pelayanan 1. Melongkapi data pengajuan laynnun konseling melakoi

https ehineta denpraarkota go b respon: user dengan memilih

Jenis Layanan “Konseling™

Metampirkan dokumen pendokung (Jika edu) berupa softcopy

dengan format sls xlsxdoc.doex,pdf | pripes. puggif.bmp

ASN mengajukan layanan konseling melalui RESPON

Admin menerima pengajuan layanan dan menjadwalkan konseling

Pelaksanaan layanan kooseling online

Konselor membuat laporan honseling

Kepals Sub Bidung Fasilitasi Profesi ASN, Kepals Bidang

Pengadaan, Permnberhentian dan loformasi sertn Kepala BRPSDM

menerima basil konseling dan menginstruksikan saran tindak jika

perly memberikan rekomendasi melalii dashboard pimpinan pada

aplikasi SIMAK DIHATI

6 BKPSDM melaporkan rekomendasi melatui dashbosrd pimpinam
pada aplikasi SIMAK DIHATI

3 | Jangka wakw Pelayunan lnngha wakty penyelesalan masing-masing tahapan sebagal berikut:

[, ASN mengajukan layanan koeseling melalid RESPON 215 menit
2. Admin menerima pengajuan layanan dan menjadwalkan konseling
=30 menit. Kesepahatan jadwal bergantung pada ketersediman

witktu ASN dan Konselor,

3. Pelaksanmm laywnan konseling online #2 jam

4, Komelor membuat lnporan konseling =1 hari

£, Kepalo Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN, Kepals Bidang
Pengadaan, Pemberheatian dan Informasi serta Kepals BKFSDM
menerima basil konseling dan menginstruksikan saran tindak jikn
perlu memberikan rekomendasi melalui dashboard pimpinan pada

1

2 | Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

e P




apliknsi SIMAK DIHATI =1 hari
6. BKPSDM melaporkan rekomendasi melalui dashboard pimpinun
pads aplikasi SIMAK DIHATI 230 menit

Biaya/ Tarif

==

Rp 0,-

Produk Pelayanan

Laporan Hosil Konseling, Disposisi Rekomendasi Hasil
Konseling, Pertimbangan Rekomendasi Hasil Konseling.

Penangan pengaduan, saran,

dan masukan

Jika terjadi pelanggaran ataw ketidaksesuainn prosedur seperti pada
ketstapan, maka dapat menyampaikan pengaduan melatui Fitur
RESPON dengan memillil Sub Menu Pengajuan kemudian memilih
Bidlang dan Jenis Pelayanan : Pengaduan,

Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti scsuai standar yang relah
dimaklumatkan oleh masing - masing bidang rerkait.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara

2, Peraturnn Pemerintab Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaen Jiwd Korps den Kode Etik Pegawal Negeri
Sipil

Saruna, prasarana, dan/stay

l. Perangkat komputer dan internet untuk mengakses RESPON,
SIMAK DIHATI dan pembuatan Laporang Hasil Konseling
Aplikasi Zoom dan Google Mest sebagai media konseling

Kompetensi Peolaksana

Lulusan mimmal S1 Psikobogi

Menguasai komputer dan mengikuti perkembangan teknologi
terkait media pertemuan virtual

3. Menguasai teknik konseling dan pembuustn laporan hasil
konseling

=~

10

Pengawasan lnternal

Proses Wﬂndirnuﬂ' oleh atasan langsung pada setiap jenjang/ imi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

I

Jumlah Pelaksana

I (satu) orang

i2

Jaminan Pelayanan

Data pengajuan inyanan pada RESPON hanya dopat dinkses oleh
Admin Konseling,

13

Jaminan Kearnanan dan
keselamatan Pelayunan

I Sistem jaringan intranct vang diswasi oleh Dinas Kominfo Kota
Detipinar.

Laporan Hasil Konseling hanya diberikan kepads Pejatat yang
Berwenang

[ ]

14

Fvaliasi kinerja Pelaksans

Survey Kepunsan Masyarakat
2. Rating Peluyanan melaloi RESPON
3 Prevalensi jumiah pengaduan yang masuk di RESPON

Kepala Badan Kepegawaian dan

NIP. 19660504 199303 1 020




LAMPIRAN 3%

A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BKPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL 30 November 2021

NOMOR ¢ 067400/BKPSDM

TENTANG . PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PFADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA
MANUSIA KOTA DENPASAR

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudokan,
Susunan Ovgunisasi, Tugas dan Fungsi serta Tam Kerja Sckretariat Duerah. Staf Ahli, Sekretariast
Dewan Perwakilen Rakyal Dacrah, Inspekiorst, Badan Daetah dan Rumah Sekit Umum Dacrah
Kota Denpasar (Berita Dasrah Kota Denpasar Tahan 2016 Nomor 43), Badun Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Dayn Manusia Kota Denpasar memiliki fugas dalem melaksanakan
pemyusunan dan pelaksanaan kebijakan doerah di Bidang Kepegawaian,

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Layanan Pengajuan Cuti Online

NO KOMPONEN URAIAN
| | Persyaratan Pelayanan 1. Mengakses aplikasi ekinerja. denpasarkota.go.id
2. Mengisi secam lenghap data Pegawai pada INPLIT CUTI
2 Mekanisime, dan 1. Login pada Laman Ekinerjn.denpasarkots.go.id, masuk pada menu
Presedar INPUT CLUTI dan lengkapi data Cuti, dun pills Submeny DAFTAR

CUTI dan klik Proses Curi

Pengajuan Cuti akan masuk pada sub Menu Approve pada atasan

lungsung, stasan langsung Memerikea data citi pada system dan

menindakianjuti  permohonan cuti  dengan piliban  Disetuju,

Ditanggubkan, Perubshan dan Tidsk Disetwjul, jika disetujui

Pengajuan cutl akan masuk pada Sub Menu Approve pada Pejabat

yang berwenung memberikan cuti, jika Ditanggubkan, Porubuhan

dan Tidak disetujui pengnjuan cutl pkisn Kembali kepadn Pegawai

yang mengajukan cuti

3, Pengajuan Cuti vang disetujirl akan masuk pada Sub Menu
Approve pads Pejabat yang berwenang memberikan cuti dan
Memerikaa data cuti pada vstem dan menindsklonjuti permohonan
cuti dengan piliban Disetujui, Ditangguhkon, Perubshan dans Tidak

4. Pengajuan cutl yang telsh ditindak lanjuti oleh Pejabot yang
Berwenang memberikan cuti dapat diskses pacda Sub Menu Daftar
Cuti

5. Pegawal yang Mengajuban Cuti dapst mencetak Form Permintaan
dan Pemberian Cutl

N

| Pemeriksaan permobonan cuti oleh stasan lungsung selams 30
men it

2. Pemeriksaan permohonan cuti oleh Pejabat yang berwenang
memberikan cuti selmma 30 menil




BlaywTani

Rp. 0,

Produk Pelayanan

Form Permintaan dan Pemberian Cuti

.dan masokan

Jika trenadi pelanggaran atau ketiduksesuainn prosedur seperti pada
ketetapan, maka dapal menyampaikan pengadunn melalui Fitur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajuan kemudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayanun - Pengaduan.

Pengaduan yang masuk skan ditindaklanjuti sesumi standar yang telah
dimaklumatkan oleh masing = masing bidang terkait.

Dasar Hukum

I. Undsng-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
MNegarn (Lembaran Negarma Republik Indonesin Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5494),

2, Peraturit Pemetintah Noinor 11 Tabun 2017 tentang Manajemen
Pegawal Negen Sipil (Lembamn Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembuan Negara Republik
Indonesia Nomor 6017), schugaimana telah diubah dengan
Perstoram Pemerintah Nomor |7 Tabwm 2020 teotang Perubahan
Atas Pemsturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ientang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 68, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 6477)

3. Persturnn Badur Kepegawanian Negam Nomor 24 Tehan 2017
tentang Tata Cara Pemberian Cutl Pogawai Neger Sipil;

Sarana, prasarana, darn‘atan

Internet dan LaptopPC/Handphone

- Rompetensi Pelaksana

i. Minimai dapat menguasai computer dan mampu

mengoperasikaninya

Minimal dapat menghkakses dan memabami fitur INPUT CUTI

pada splikasi ekinerja

3. Minimal memahami peraturan Peraturan Badan Kepegawaian
Negara Nomor 24 Tabun 2017 tentang Tata Carn Pemberian Cutl

Pegawai Negeri Sipi

=

sesual dengan tugas pokob, dan fungainya.

Pegawal yang Mengajukan Cuti

12

Diokumen Permintaan dan Pemberian Cuti

13

Sistem jaringan internet yang diawasi oleh Dinas Komunikasi,
Informatiks dan Statistik Kot Denpasar.




“Evaluast kinerja Pelaksani

I. Survey Kepuasan Masyarrakast
2. Prevalensi jumiah pengadusn yang masuk di RESPON

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

i

W Pembina Utama Muda
NIP. 19660504 199303 1020




A. PENDAHULUAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA

DENPASAR BRPSDM KOTA DENPASAR

TANGGAL  : 30 November 2021

NOMOR 067490 BKPSDM

TENTANG | PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANLISIA KOTA DENPASAR

Sesusi dengan Peruturan Walikots Denposar Noimor 43 Tuhun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Orgunisasi, Tugss dan Fungsi serta Tata Kegja Sekretariat Dacrah, Staf Ahli, Sekretariat
Dewan Perwakilon Rakyat Daerah, Inspektorst, Badan Dacrah dan Rumal Sakit Umum Daerah
Kota Denpasar (Berits Dacrah Kots Denpasar Tahan 2016 Nomor 43), Badan Kepegawalan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar memiliki tugas dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan deerah di Bidang Kepegawaian.

B. STANDARPELAYANAN

Jenis Pelayanan: Layanan LHKPN

NO KOMPONEN

URAIAN

Perayaratan Pelayanan

Memiliki user antuk mengakses aplikasi RESPON

i

Sistem, Mekanisme. dan

I. Permasalahan disampaikan melalui pesan di aplikasi RESPON

2. Melakukan pengecekan data permintaan lsysnan oleh Tim Admin
RESPON

3. Konfirmasi penerimasn permasalahan/aduan oleh Tim admin
LHKPN

4, Menganalisa dan menentukan langkah tindaklanjut/penvelesaian

5. Informasi dan tindakianjur penvelesainn disnmpaikan kepada ASN
(Admin unitPenyelenggara Negara Wajib LHKPN)

Jangka wakiu Pelaynnan

Maksimal 3 hani serelsh disrabikan oleh Admin RESPON

Biaya/Tanf

Rp. 0.-

Produk Pelmyanan

Konsultasi teknis Penyampaisn LHKPN

Penangan pengaduan, saran,
dan masukan

Jika terjadi pelanggaran atan ketidaksesunian prosedur seperts pada
ketetapan, maks dapat menyampaikan pengaduan melalui Fisur
RESPON dengan memillih Sub Menu Pengajusn kemudian memilih
Bidang dan Jenis Pelayanan | Pengaduan,

Pengaduan yarig masuk ahan ditindak lanjuti mu_l:' standur yang telsh
dimakiumatian oleh masing — masing bidang terkait

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 999 tentang Penyelenggan
Negarm Yang Berih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{ Lembarn Negara Republik Indonesis Tabun 1999 Nomaor 73,
Tumbuhan Lembaran Negars Republik Indowesia Nomor 3851 %

2 Persturan Pemerintah Nomor || tahon 2017 tentang Manajemen

Pegaswai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Talsin




2017 Nomar 63, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477) sebagaimans telah divbah dengan Pernturan
Pemetintali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor || Tuhun 2017 tentang Manajemen
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2020 Nonsor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64777,

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahan 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksain
Harta Kehayasn Penyclenggara Negar (Berita Negar Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sehagalmana telab dinbah
dengan Persturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemberantasan Korepsi Nomor 07 Tabun 2016 Tentang Tsta
Cara Pendaflaren, Pengumuman, Dan Permeriksasn Hama Kebayaan
Penyelenggura Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahan
2020 Nomor 572),

4. Permturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekaysan Penyelenggan
Negars (Berita Daerah Kow Denpasar Tahun 2020 Nomor 49),

Sarama, prasarsna, dan/atau
fasilis

Komputer dengan jaringan internet, dokumen assat yang dimiliki, e
il aKtif yang terdaflar di e-LHKPN

I, Menguasai komputer dan intemet,

2. Mendapatkan pelatitan dari Direktoeat Pendaftaran dan
Pemeriksamn LHKPN Komisi Pemberantasun Korupsi

3. Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahion Atas Pernturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang.
Tata Cara Pendafturan, Pengumuman, Dun Pemeriksann Hur
Kekaynan Penyelenggam Negam

4. Momahami Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2020
lentany Pedoman Penyampaion Laporan Harta Kekuyaan
Penyeienggarn Negara

10

Pengawasan Internal

Ditlakukan monktoring dan evalussi oleh Unit Pengelola LHKPN

1

Jumlah Pelaksana

3 (nga) orang

12

Jaminan Pelavanan

I Informasi yang disampaikan berdasarkan Juknis dan Buke Saku
LHKPN

2. Petugas yang melayuni wiah mendapatkan pelatiban dari
Direktorst Pendaftarsn dan Pemeriksaan LHKPN Komisi
Pemberantasan Korups

13

Jaminan Keamanun dan

Data pribadi din (si pelaporan harta dijags kerahasiaannys




]

Evaluasi kinerja Pelaksana

1. Survey Kepuasan Masyarakat
2. Prevalensi jumlah pengaduan yang masuk di RESPON

Kepaln Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
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